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ABSTRAK 

 

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum positif 
terhadap Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Persetubuhan Anak ( Studi 
Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor :535/Pid.Sus/2015.PN.Bls ) ini 
adalah hasil penilitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan 
maasalah yakni : 1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan tindak pidana 
persetubuhan anak dalam Putusan Nomor: 535/Pid.Sus/2015/PN.Bls.?  2) 
Bagaimana analisis hukum pidana islam dan hokum positif terhadap putusan tindak 
pidana persetubuhan anak dalam Putusan Nomor : 535/Pid.Sus/2015/PN.Bls.  

 
Dalam penilitian ini penulis menggunakan jenis penilitian kepustakaan 

dengan metode kualitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah 
pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan berasal dari putusan Putusan 
Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 535 / Pid. Sus/ 2015.PN.Bls. 
 

Dalam penilitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa : 1) Pertimbangan 
hakim memutus perkara tersebut bertumpu pada dakwaan ke 2 yaitu Pasal 82 ayat 
(1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang pencabulan , namun jika 
mempertimbangkan unsur dalam fakta persidangan, menurut penulis seharusnya 
hakim lebih tepat menggunakan dakwaan pertama yaitu Pasal 82 ayat (1) Undang-
undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang persetubuhan  . 2) Jika ditinjau dari hukum 
islam, menurut penulis melihat dari unsur-unsur tindak pidananya putusan hakim 
tersebut kurang tepat jika didakwa dengan pasal perbuatan cabul atau perbuatan 
mendekati zina , namun  lebih tepat masuk dalam klasifikasi hukuman hudud, 
sebagaimana didalam hukum islam  sendiri unsur dari perbuatan  mendekati  zina 
(pencabulan) berbeda dengan unsur  zina  itu   sendiri. 

 
Sejalan dengan kesimpulan diatas,  maka diharapkan kepada para penegak 

hukum hendaknya lebih aktiv dan tegas serta lebih spesifik dalam melihat unsur-
unsur dalam memberikan akibat hukum dalam suatu perkara, dan seiring dengan 
itu tentu juga harus ada pertimbangan-pertimbangan yang selalu dikembangkan 
demi memunculkan produk-produk hukum untuk memberi tindakan preventif bagi 
celah-celah hukum, terutama dalam tindak pidana pencabulan maupun 
persetubuhan yang belum ada hukum yang mengaturnya secara spesifik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era yang sekarang ini perkembangan masyarakat senantiasa terus 

mengalami perubahan yang sangat pesat sekali hal itu juga selaras dengan 

perkembangan globalisasi baik dalam segi informasi maupun budaya dan 

juga perkembangan masyarakat itu sendiri 

Perkembangan era globalisasi yang saat ini dirasakan tidak serta merta 

mendapat peranan yang positif didalam masyarakat namun secara tidak 

langsung juga membawa dampak negatif yaitu berupa kejahatan Salah 

satunya yakni kejahatan terhadap kesusilaan, yang dimana menimbulkan 

kecemasan dan kekhawatiran bagi masyarakat. Terutama kejahatan-kejahatan 

yang berbau seksual seperti, pemerkosaan, perbuatan cabul, dan kekerasan 

seksual.  

Merajalelanya kejahatan ini terutama perkosaan semakin mencemaskan 

masyarakat, khususnya pada orang tua. Ini menunjukkan adanya penyakit 

yang demikian jelas tidak berdiri sendiri. Terlebih semakin berjalannya waktu 

juga semakin marak serta bervariasi pula pola-pola tindak kejahatan 

pemerkosaan yang sudah tentu mengarah pada unsur pidana. 

Namun, masih dalam kasus yang serupa, objek pelampiasan seksual 

dalam tindak kejahatan pencabulan hingga pemerkosaan yang juga terjadi 

pada anak di bawah umur, dan lebih parahnya lagi adalah anak tersebut 
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merupakan anak yang berkebutuhan khusus atau anak disabilitas yang 

tentunya perlu diberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan-kebutuhannya 

tersebut. 

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, anak-anak di bawah umur 

dilindungi oleh sistem perundang-undangan yang sah, yakni pada Undang-

undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pada UU tersebut di 

dalam Pasal 1 ayat 1 yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum 

berusia 18 tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan. 

Terkait tindak kejahatan pidana persetubuhan anak, hal ini telah 

disinggung di dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak. Dengan kata lain, undang-undang telah menyatakan 

secara jelas terhadap pelanggaran kesusilaan yang dilakukan terhadap 

seorang anak di bawah umur. 

Akan tetapi, untuk tindak persetubuhan yang dilakukan terhadap anak 

di bawah umur yang berkebutuhan khusus, dalam artian adalah seorang anak 

disabilitas belum memiliki payung hukum yang spesifik mengenai hal 

tersebut. Sebab, tentu dalam hal demikian bila terjadi pada seorang anak 

disabilitas tentu memiliki dampak psikologis yang melebihi dari anak-anak 

normal pada umumnya. 

Lebih luas lagi bila ditinjau dari perspektif hukum Islam juga tidak 

terdapat nash atau dalil yang spesifik mengenai tindak persetubuhan terhadap 

anak. Sebab, yang tertuang dalam Alquran hanya nash yang menghukumi 
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pelaku perzinahan secara kompleks dan tanpa pandang bulu, yakni dengan 

hukuman 100 (seratus) kali cambukan sebagaimana yang tertuang dalam 

Surah an-Nur ayat 42. 

Akan tetapi dalam masalah yang diangkat di sini, penulis mencoba 

untuk menganalisis sebuah fenomena yang serupa dengan penjelasan di atas 

berdasarkan fakta empiris yang bersumber dari putusan Pengedilan Negeri 

Bengkalis dengan nomor putusan 535/Pid.Sus/2015/PN.Bls, yang mana 

dalam putusan tersebut memuat kasus persetubuhan yang dilakukan oleh 

tersangka Samin bin Khairan terhadap korban seorang anak di bawah umur 

bernama Suratmi binti Leman, dan dalam kasus tersebut memuat dakwaan 

pertama yakni pasal 81 ayat 2 UU No 35 tahun 2014 yang pada pokok nya 

menerangkan tentang persetubuhan dan dakwaan kedua yakni pasal 82 ayat 

1 UU No 35 tahun 2014 yang pada pokok nya menerangkan tentang 

pencabulan dan amar putusan memutus dengan dakwaan ke 2 yaitu tentang 

pencabulan, terlebih lagi dalam kasus tersebut terdapat temuan bahwa korban 

selain di bawah umur korban juga berkebutuhan khusus. 

Bedasarkan dari dakwaan tersebut, penulis berinisiatif untuk 

mengangkat putusan tersebut untuk dianalisis pada penelitian ini karena 

dalam putusan tersebut menurut penulis kurang tepat, karena perbuatan  ini 

terdakwa lebih tepat masuk kedalam tindak pidana persetubuhan di 

bandingkan dengan tindak pidana pencabulan, oleh karena itu untuk 

mendalami masalah tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul 
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“Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Persetubuhan 

Anak  ( Studi Putusan No. 535/PID/SUS/2015/PN.Bls)”. 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat 

diidentifikasikan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:  

1. Perbedaan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan menurut hukum 

positif Indonesia dan hukum pidana Islam 

2. Perbedaan sanksi tindak pidana persetubuhan anak menurut hukum 

positif Indonesia dan hukum pidana Islam 

3.   Kualifikasi bentuk perbuatan persetubuhan menurut hukum pidana Islam   

dan hukum positif Indonesia. 

4.    Batas usia anak menurut hukum pidana Islam dan Hukum Positif. 

5. Analisis putusan dalam perkara tindak pidana persetubuhan anak dalam 

Putusan Nomor: 535/Pid.Sus/2015/PN.Bls. 

6.  Analisis hukum pidana Islam terhadap Putusan tindak pidana 

persetubuhan anak dalam Putusan Nomor: 512/ Pid.B / 2014/ 

PN.Sda535/Pid.Sus/2015/PN.Bls. 

Agar pembahasan masalah dalam penelitian ini tidak terlalu melebar, 

maka peneliti melakukan batasan masalah dalam penelitian ini yang terdiri 

dari: 

1. Pertimbangan hakim dalam dalam Putusan Nomor: 535/Pid.Sus/2015 / 

PN.Bls. 
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2. Analisis hukum pidana Islam terhadap putusan tindak pidana 

persetubuhan anak dalam Putusan Nomor: 535/Pid.Sus/2015/PN.Bls. 

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana analisis putusan dalam perkara tindak pidana persetubuhan 

anak dalam Putusan Nomor: 535/Pid.Sus/2015/PN.Bls. 

2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana 

persetubuhan anak dalam Putusan Nomor: 535/Pid.Sus/2015/PN.Bls. 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti 

melalui penelitian yang dilakukannya.1 Berdasarkan Rumusan Masalah yang 

ditulis diatas, maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis putusan dalam perkara tindak 

pidana persetubuhan anak dalam Putusan Nomor: 535/Pid.Sus/2015/ 

PN.Bls. 

2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap 

perkara tindak pidana persetubuhan anak dalam Putusan Nomor: 

535/Pid.Sus/2015/PN.Bls. 

 

 
1 Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, (Surabaya : t.p, 
t.t), 12. 
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E. Kegunaan Hasil Penelitian 

Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memberi manfaat dan 

kegunaan yang dapat diambil dalam penelitihan tersebut, dan dalam 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan minimal 

dua aspek, yaitu : 

1. Aspek keilmuan (teoritis) 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

pengetahuan serta pemikiran guna menambah khazanah ilmu pengetahuan di 

bidang Hukum Pidana Islam , khusus nya yang membahas tentang 

persetubuhan anak di bawah umur yang nantinya dapat dijadikan sebagai 

rujukan kajian pustaka dan cakrawala pengetahuan di Fakultas Syariah & 

Hukum. 

2. Aspek terapan (praktis) 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan 

referensi yang dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi aparat penegak 

hukum khususnya bagi hakim maupun para peneegak hukum yang 

menangani perkara pidana persetubuhan anak demi terciptanya kepastian 

hukum. Dengan demikian terjamin pula keadilan dan kemanfaatan hukum. 

F. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka pada dasarnya adalah deskripsi kajian ringkas atau 

penelitian  yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti  
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sehingga terlihat jelas bahwa penelitian yang akan dilakukan ini tidak 

merupakan duplikasi, serta mengantisipasi terhadap pengulangan penilitian 

dari kajian atau penelitian yang pernah ada. di antaranya: 

1. Skripsi yang ditulis oleh Nanik Nur Latifah, 2007, berjudul : “Analisis 

Hukum Pidana Islam Tentang Pencabulan yang Dilakukan Anak 

dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri 

Lamongan Nomor: 368/Pid.B/2006/PN.LMG)“2yang inti dari penulisan 

skripsi tersebut yaitu analisis pertimbangan hakim dalam memutus 

perkara dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak dimana hukuman yangdiberikan oleh hakim 

kepada terdakwa adalah lebih bersifatpencegahan, sedangkan dalam 

hukum pidana Islam dikenakanhukuman yang bersifat takzir. 

2. Skripsi yang ditulis oleh Azalia Purbayanti Sabana, 2018, berjudul : 

“Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana 

Pencabulan Anak Dibawah Umur yang Berkebutuhan Khusus Dilakukan 

Anak dibawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 

512/Pid.B/2014/PN.SDA)“3yang inti dari penulisan skripsi tersebut yaitu 

berisi tetang ketidak sepakatn penulis terhadap dakwaan yang diberikan 

 
2Nanik Nur Latifah, “Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Pencabulan Yang Dilakukan Anak Di 
Bawah Umur Menurut UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan 
Pengadilan Negeri Lamongan No.368/Pid.B/2006/PN.LMG), (Fakultas Syariah dan Hukum UIN 
Sunan Ampel Surabaya, 2007). 
3Azalia Purbayanti Sabana, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana 
Pencabulan Anak Dibawah Umur yang Berkebutuhan Khusus Dilakukan Anak di bawah Umur 
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 512/Pid.B/2014/PN.SDA), (Fakultas Syariah 
dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018). 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8 
 

 
 

oleh hakim dalam memutus perkara pencabulan anak dibawah umur yang 

berkebutuhan khusus dengan menerapkan pasal 290  ayat 2 KUHP 

sedangkan ada pasal yang lebih lex spesialis yang dapat digunakan   

dalam perkara pencabulan anak dibawah umur tersebut , sedangkan 

dalam hukum pidana Islam dikenakan hukuman yang bersifat takzir. 

3. Skripsi yang ditulis oleh Dewi Wahyuni, 2018,yang berjudul : “Tinjuan 

Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Dengan 

Kekerasan Dan Tipu Muslihat Studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik 

Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN.Gsk)“4 yang inti dari penulisan skripsi 

tersebut yaitu pada perkara tersebut bahwa telah diputus  oleh majelis 

hakim dengan dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum yaitu 

yang melanggar pasal 81 ayat 3 Undang-undang Perlindungan Anak 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diancam dengan pidana 

penjara paling lama lima belas tahun, akan tetapi berdasarkan pasal diatas 

penulis menitik beratkan bahwa pada perkara ini penggunaan pasal 

sesudahnya lebih tepat digunakan yaittu pasal 82 ayat 2 Undang-undang 

Perlindungan Anak.sedangkan dalam hukum pidana Islam 

dikenakanhukuman yang bersifat takzir. 

Dengan beberapa kajian pustaka di atas, disini penulis ingin 

menunjukkan bahwa pembahasan dalam judul skripsi ini berbeda dengan 

 
4Dewi Wahyuni, “Tinjuan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Dengan 
Kekerasan Dan Tipu Muslihat Studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 
23/Pid.Sus/2017/PN.Gsk), (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018). 
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pembahasan beberapa judul skripsi diatas. dengan ini penulis mengkaji suatu 

penelitian atas fenomena yang terjadi didalam suatu putusan menggunakan 

tinjauan hukum islam . dengan fokus pembahasan skripsi ini lebih mengkaji 

tentang putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim yang pada pokoknya ialah 

lebih mengkaji tentang penggunaan dasar hukum pencabulan didalam pasal 

82 ayat 1 UU No 35 tahun 2014 dan dasar hukum tentang Persetubuhan 

didalam pasal 81 ayat 2 UU No 35 tahun 2014 yang didalam putusan tersebut 

terdakwa telah menyetubuhi terhadap korban anak yang berkebutuhan khusus 

( Disabilitas ). 

Letak perbedaan pembahasan skripsi ini dengan pembahasan skripsi 

terdahulu yaitu skripsi ini mengkaji mengenai tindak pidana persetubuhan . 

Sedangkan letak persamaan dengan skripsi terdahulu yaitu sama-sama 

membahas mengenai korban anak dan yang berkebutuhan khusus. 

G. Definisi Operasional 

Untuk menghindari adanya kesalapahaman dalam memahami skripsi 

ini dan untuk memudahkan dalam menelaah skripsi ini, maka penulis akan 

menjelaskan maksud dari judul skripsi ini, yaitu : 

1. Hukum Pidana Islam 

Hukum pidana islam yang dimaksud dalampenelitian ini lebih 

berfokus menggunakan konsep teori haddyaitu lebih   berfokus  

terhadap    teori hadd zina. 
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2. Hukum positif 

Yang dimaksud hukum positif dalam penelitiantentang 

pencabulan dengan persetubuhan yaitu menggunakan Undang-Undang 

Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Kitab undang 

undang hukum pidana. 

3. Persetubuhan anak 

Yang dimaksud persetubuhan anak adalah terdapat dalam pasal 

82 ayat 1 dan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 

tentang perlindungan anak. 

H. Metode Penelitian 

Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif 

dengan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa 

data tertulis dari dokumen, kitab undang  undang hukum pidana, Undang-

undang tentang perlindungan anak, artikel dan putusan Pengadilan Negeri 

Bengkalis Nomor: 535/Pid.Sus/2016 yang dapat ditelaah. Maka untuk  

mendapatkan hasil yang akurat berikut penjelasan dalam metode penelitian 

ini : 

1. Data Yang Dikumpulkan 

Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder , 

data primer yaitu yang berupa Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis 

Nomor: 535/Pid.Sus/2015/PN.Bls , serta data sekunder yaitu Undang-

Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. 
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2. Sumber Data 

Sumber data, yakni sumber dari mana data akan digali,baik 

primer,sekunder,maupun tersier5 dan dalam penelitian ini 

menggunakan sumberdata meliputi : 

a. Sumber Primer 

Sumber primer adalah sumber data yang memiliki otoritas, 

artinya bersifat mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan, 

putusan hakim.6Dalam penelitian ini, data primer didapatkan  dari 

minutasi putusan dan direktori putusan mahamah agung, yaitu Putusan 

Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor:535/Pid.Sus/2015/PN.Bls. 

b. Sumber sekunder 

Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui 

bahan pustaka yang memberi penjelasan terhadap sumber 

primer.7Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil 

penelitian para ahli, pendapat para ahli hukum yang berupa literatur 

buku maupun jurnal yang berhubungan dengan masalah tindak pidana 

pencabulan anak, serta sumber dari internet dan media massa 

lainnya,antara lain : 

1) Zainuddin Ali. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2012. 

2) M. Nurul Irfan. Hukum Pidana Islam.Jakarta : Amzah, 2006. 

3) Leden Marpaung. Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah 

 
5Dyah Ochtorina Susanti, Penelitian Hukum, (Jakarta:Sinar Grafika,2015),52. 
6 Dyah Ochtorina Susanti, Penelitian Hukum, (Jakarta:Sinar Grafika,2015),52. 
7 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013),23. 
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Prevensinya.Jakarta : Sinar Grafika, 2004. 

4) Wardi Muslich, Ahmad. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar 

Grafika,2005. 

5) Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta. Darurat Kejahatan     

Seksual.Jakarta : Sinar Grafika, 2016. 

3. Teknik Pengumpulan data 

Dalam proses pengumpulan data hanya akan menggunakan satu teknik 

pengumpulan data, yakni teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi 

adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, 

agenda, dan sebagainya.8 

4. Teknik Pengolahan Data 

Penulis akan mediskripsikan semua data yang diperoleh dengan 

tahapan sebagai berikut: 

a.  Editing, yaitu proses meneliti atau memeriksa kembali data yang telah 

dikumpulkan terutama pada kebenaran data, kejelasan makna, 

kesesuain dan keterkaitan antara yang satu dan yang lain. 

b.  Organizing , yaitu menyusun dan mengatur data yang telah diperoleh 

dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan, 

c.  Analyzing, yaitu menganalisis data yang tela diperoleh dan 

dideskripsikan lalu ditarik kesimpulan.9 

5. Teknik analisis data 
 

8 Suharsimi Arikunnto, Prosedur Penelitian, (SuatuPendekatanPraktek),(Jakarta: PT.Rineka 
Cipta,1998), 234. 
9Arif Furchan, Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan (Yogyakarta:Pustaka pelajar.2007), 471. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

13 
 

 
 

 
Dalam menganalisis data pada penelitian ini, penulis menggunakan 

teknik analisis deskriptif yaitu suatu teknik yang dipergunakan dengan cara 

memberikan gambaran umum terhadap masalah yang yang dibahas dengan 

menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk suatu masalah 

yang dapat dipahami dengan mudah.10Lalu, selanjutnya penulis menganalisis 

dengan hukum pidana Islam mengenai pertimbangan hukum hakim serta 

sanksi yang dijatuhkan hakim atas tindak pidana persetubuhan terhadap anak 

dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 

535/Pid.Sus/2015/PN.Bls). 

Karena dalam penelitian ini penulis menganalisis menggunakan teknik 

deduktif, maka teori-teori bersifat umum mengenai tindak pidana pencabulan 

dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan 

pendapat ahli hukum yang penulis peroleh kemudian penulis gunakan untuk 

memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus menggunakan hukum pidana 

Islam. 

I. Sistematika Pembahasan 

Agar mempermudah penulisan skripsi yang berjudul “Analisis hukum 

pidana Islam terhadap Putusan Tindak Pidana Persetubuhan Anak di bawah 

Umur yang Berkebutuhan Khusus (Studi Putusan Pengadilan Negeri 

Bengkalis Nomor: 535/Pid.Sus/2015/PN.Bls)“ ini diperlukan suatu 

sistematika agar pembahasannya lebih tersusun dan terarah. Maka dari itu 

 
10 Consuelo G. Savella, Pengantar Metode Penelitian,(Jakarta: UI Press, 1993), 71 . 
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pembahasan skripsi ini disusun menjadi beberapa bab yang saling berkorelasi, 

yaitu : 

Bab pertama memuat latar belakang masalah, kajian pustaka, tujuan 

penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, 

sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika 

pembahasan. 

Bab kedua memuat kerangka konseptual yang menjelaskan tentang 

penjelasan hudud dan penjelasan tentang pencabulan dengan persetubuhan, 

yang ditinjau dari hukum pidana Islam danUndang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perlindungan Anak.  

Bab ketiga memuat tentang data penelitian yang berupa Putusan 

Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 535/Pid.Sus/2015/PN.Bls tentang 

tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur yang berkebutuhan khusus 

serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 

serta ketentuan dalam KUHP.  

Bab keempat berisi tentang analisis mengenai kasus pencabulan dengan 

persetubuhan anak disabilitas,  yang menggunanan landasan teori dari bab 2 

untuk menganalisis data penelitian tersebut. 

Bab kelima memuat tentang kesimpulan yang merupakan jawaban atas 

rumusan masalah beserta saran-saran. 
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BAB II 

KAJIAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DALAM 

HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF 

A. Persetubuhan Perspektif Hukum Pidana Islam 

1. Pengertian Jarimah Hudud 

Secara bahasa, hudud adalah bentuk jamak dari hadd, yang bermakna 

larangan. Biasa juga digunakan sebagai kata yang bermakna “pembatas 

antara dua hal”, atau “yang membedakan sesuatu dari lainnya”. Sedangkan 

menurut perspektif syariat, hadd adalah sanksi yang ditentukan dalam 

syariat. Keduanya (yakni “sanksi” dan “yang ditentukan”) adalah untuk 

membendung tindakan dosa demi menjaga hak Allah, misalnya sanksi pada 

zina atau juga untuk hal di mana terpadu hak Allah dan hamba, seperti 

sanksi pada tuduhan zina tanpa bukti.1 

Berdasarkan pendefinisian di sini pada makna “yang ditentukan”, 

maka hudud tidak mencakup ta’zīr, karena hal ini tidak ditentukan secara 

syar’i. Demikian juga qishās, karena hal ini adalah murni merupakan hak 

antar sesama manusia.  

Demikian pengertian hadd, menurut istilah ahli fiqih, yang menjadi 

topik pada pembahsan ini. Adapun hadd, menurut pengertian Pembuat 

syariat, adalah lebih umum daripada itu. Karena yang dimaksud adalah 

 
1Ibnu ‘Abidin, Mukhtar as-Sahhah,  
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pelanggaran itu sendiri, seperti firman Allah Swt di dalam Surah al-Baqarah 

(187): 

يَا الصِّ لَةَ  ليَـْ لَكُمْ  الرَّفَثُ أحُِلَّ  نِسَا مِ   للَّهُأَ  اسٌلَهُنـَّعَلِمَا َ◌نْـتُمْلِبَ  َ◌أ اسٌلَكُمْو هُنَّلِبَ ئِكُمْ  إِلىَٰ 

تُمْتَخْتَا ُ بَ  كَتَ  مَا بْـتـَغُوا هُنـَّوَا شِرُو الآْنَـبَا اعَنْكُمْفَ  عَفَ  ابَـعَلَيْكُمْ  فُسَكُمْفَتَ  نوَُ�ن  نَّكُمْكُنـْ اللهَّ

يـَتـَبـَيـَّنـَلَكُمُا اشْربَوُا  كُلُواوَ  وَ لَكُمْ  يَامَ  تمُِّوا  ثمَُّأَ  لْفَجْرِ  دِمِنَا سْوَ  لأَْ  لخْيَْطِا بْـيَضُمِنَا لأَْ  لخْيَْطاُ حَتَّىـٰ  لَىاالصِّ

اللهَِّ  تلِْكَحُدُودُ  جِدِ  لْمَسَا نفَِيا كِفُو أنَْـتُمْعَا وهُنـَّوَ  شِرُ  تُـبَا للَّيْلِولاَ  تَـقْرَبوُ  لِكَيُـبـَيِّناُ هَا فَلاَ   كَذَٰ

 سِلَعَلَّهُمْيـَتـَّقُونَ  اتِهلِِلنَّا للَّهُآي

Artinya: Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur 
dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan 
kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui 
bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah 
mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang 
campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah 
untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang 
putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah 
puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu 
campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah 
larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah 
Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya 
mereka bertakwa.(QS. Al-Baqarah: 187). 

Adakalanya yang dimaksud juga bahwa yang dimaksud adalah jenis 

sanksi, walaupun tidak ditentukan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi 

Muhammad Saw: 

 اللهَِّ   دِ وْ دُ حُ   نْ مِ   دِّ  حَ  فيِ لاَّ إِ   اطٍ وَ سْ أَ  ةِ رَ شَ عَ   قَ وْ ف ـَ  بُ رِ ضْ يَ لاَ 
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Artinya: “Seseorang tidak boleh dipukul lebih dari sepuluh kali, kecuali 
pada suatu hadd di antara hukuman-hukuman (yang telah ditentukan) oleh 
Allah.”2 

Yang dimaksud dengan hadd adalah sesuatu yang diharamkan 

karena hak Allah Swt. 

2. Dasar Hukum Hudud 

Menegakkan hudud adalah wajib atas setiap penguasa atau wakilnya. 

Hal ini berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Ijmā’, dan logika.  

a. Adapun dalil-dalil mengenai hudud yang dicantumkan dalam Al-Quran 

adalah sebagai berikut: 

1) Surah Al-Maidah (38): 

ُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ   كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللهَِّ وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطعَُوا أيَْدِيَـهُمَا جَزاَءً بمِاَ    وَاللهَّ

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, 

potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang 

mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha 

Perkasa lagi Maha Bijaksana”. 

2) Surah an-Nur (2): 

هُمَا مِائةََ جَلْدَةٍ الزَّانيَِةُ وَالزَّانيِ فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِ  وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأفَْةٌ فيِ دِينِ   دٍ مِنـْ

تُمْ تُـؤْمِنُونَ بِاللهَِّ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِۖ  وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهمَُا طاَئفَِةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ   اللهَِّ إِنْ كُنـْ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka 
deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera”. 

3) Surah an-Nur (4): 

ثمَُّ لمَْ َ�تْوُا بِأرَْبَـعَةِ شُهَدَاءَ فاَجْلِدُوهُمْ   الْمُحْصَنَاتِ  يَـرْمُونَ  ثمَاَنِينَ جَلْدَةً وَلاَ وَالَّذِينَ 

 تَـقْبـَلُوا لهَمُْ شَهَادَةً أبََدًاۚ  وَأوُلَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-
baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang 

 
2Shahih, diriwayatkan oleh al-Bukhari (6850) dan Muslim (1708). 
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saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali 
dera”. 

b. Dari As-Sunnah 

1) Hadith dari ‘Aisyah ra, kaum Quraisy tengah bersedih atas kasus 

yang menimpa salah seorang wanita dari Bani Makhzum yang telah 

mencuri. Mereka berkata, “Siapa yang mau berbicara kepada 

Rasulullah Saw tentang hal ini?” lalu mereka berkata, “Tidak ada 

yang berani berbicara kepada beliau selain Usamah, seorang yang 

dikasihi oleh Rasulullah Saw. Akhirnya Usamah berbicara kepada 

Rasulullah Saw, maka beliau bersabda: 

؟ أتََشْفَعُ فيِْ حَدِّ مِنْ حُدُوْدِ    اللهَِّ

“Apakah engkau mau memberi pembelaan pada salah satu hukuman 
di antara hukuman-hukuman (yang telah ditentukan) oleh Allah?”3 

 
2) Hadith dari Nu’man bin Basyir, Nabi Saw bersabda: 

قَـوْمٍ مِ ائِ القَ   لُ ثَ مَ  هَا كَمَثَلِ  فِيـْ وَالوَاقِعِ  اللهِ  حُدُوْدِ  فأََصَابَ فِيْ  نَةٍ,  سَفِيـْ عَلَى  اسْتـَهْمُوْا   

َاءِ مَرُّوْا 
بَـعْضَهُمْ أَعْلاََها وَبَـعْضَهُمْ أَسْفَلَهَا, فَكَانَ الَّذِيْنَ فيِ أَسْفَلِهَا إِذَا اْستـَقَوا مِنَ الم

نُـؤْذِي نَصِيْبِنَا خَرْقاً وَ لمَ  لَوْ أَ�َّ خَرَقـْنَا فيِ  فِقَالُوا:  مَنْ فَـوْقَـهُم  فَـوْقَـنَا. فإَِنْ   عَلَى  مَن 

يـْعًا  يـْعًا, وَإِن أَخَذُوا عَلَى أيَْدِيْهِمْ نجََوْا وَنجََوْا جمَِ  تَـركَُوْهُمْ وَمَا أرَاَدُوا هَلَكُوْا جمَِ

“Perumpamaan orang yang melaksanakan hukuman Allah dan 
orang-orang yang melanggarnya adalah bagaikan orang-orang yang 
berbagi tempat dalam perahu. Sebagian dari mereka berada di atas 
dan sebagian lainnya berada di bawah. Orang-orang yang berada di 
bagian bawah, saat memerlukan air mereka harus naik ke atas. Lalu 

 
3Shahih, diriwayatkan oleh al-Bukhari (3475) dan Muslim (1688). 
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mereka beruajar, ‘Alangkah baiknya bila kita melubangi bagian ini 
sehingga tidak mengganggu orang-orang yang di atas’. Jika mereka 
(yang di atas) membiarkan mereka (yang dibawah) dan apa yang 
hendak dilakukan oleh mereka, tentulah mereka semua akan binasa. 
Tapi bila mereka mencegah perbuatan mereka (yang di bawah) tentu 
mereka akan selamat, dan semuanya menjadi selamat” 

3) Diriwayatkan dari ‘Ubadah bin as-Samit, ia mengatakan, Rasulullah 

Saw bersabda: 

 أقَِيْمُوْا حُدُوْدَ اللهَِّ فيِ القَريِْبِ وَ البَعِيْدِ, وَلاَتَأْخُذْ فيِ اللهَِّ لَوْمَةَ لاَئمٍِ 

“Laksanakan hukuman-hukuman Allah baik terhadap kerabat 
maupun orang lain, dan janganlah kalian menghiraukan celaan orang 
lain dalam menjalankan perintah Allah”.4 
 

c. Menurut Ijma’ Ulama’ 

Telah sepakat atas wajibnya menegakkan hudud terhadap orang 

yang melakukan perbuatan yang mnngakibatkan adanya hukuman ini 

dan tidak seorang pun yang berbeda pendapat mengenai hal itu. 

3. Tidak Boleh Memberikan Pembelaan Terhadap Hudud 

Tidak boleh memberikan pembelaan terhadap hudud setelah 

perkaranya diajukan kepada hakim dan telah ditangani olehnya. Dengan 

demikian, berarti meminta untuk meninggalkan yang wajib. Sebab, Nabi 

mengingkari sikap Usamah bin Zaid ketika ia memberikan pembelaan 

terhadap seorang wanita dari Bani Makhzum yang mencuri, dan beliau 

bersabda, “Apakah engkau mau memberi pembelaan pada salah satu 

hukuman di antara hukuman-hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah?” 

 
4Hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2540). 
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Ibnu Umar berkata, “Barangsiapa yang pembelaannya menghalangi 

(pelaksanaan) salah satu di antara hukuman-hukuman Allah, berarti ia telah 

menentang Allah berkenaan dengan ciptaanNya”. 

4. Hal-Hal Yang Dapat Menggugurkan Hudud 

a. Menarik Diri Dari Pengakuan 

Jumhur ulama’ Malikiyyah, Hanabilah, Shafi’iyyah dan 

Hanafiyyah berpendapat bahwa orang yang telah membuat pengakuan 

tentang dirinya lalu menarik kembali pengakuannya itu diterima dan 

hukumannya menjadi gugur darinya. Demikian juga dibiarkan bisa ia 

melarikan diri, karena ia mungkin menarik kembali pengakuannya. 

Hal ini berdasarkan hadith Abu Hurairah ra, ia berkata, “Seorang 

laki-laki datang kepada Rasulullah Saw saat beliau sedang di masjid, 

lalu orang itu memanggilnya seraya berkata, ‘Wahai Rasulullah, aku 

telah berzina.’ Namun, beliau berpaling darinya, laki-laki itu 

mengulanginya hingga empat kali. Setelah orang itu memberi kesaksian 

atas dirinya sebanyak empat kali, barulah Nabi Saw memanggilnya lalu 

bertanya: 

 أبِِكَ جُنُـوْنٌ؟ 

“Apa engkau menderita kegilaan?” 
Nabi Saw mengarahkannya untuk menarik kembali pernyataannya 

itu. Seandainya penarikan kembali pernyataan tidak dapat 

menggugurkan hukuman, tentu itu tidak ada gunanya, karena hal itu 

akan menimbulkan shubhat. 
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Dalam riwayat lain disebutkan, “Kemudian pada kali keempatnya 

beliau memerintahkan agar orang itu dibawa keluar menuju ḥarrah 

untuk dirajam dengan batu. Ketika ia merasakan sakitnya dirajam 

dengan batu, ia melarikan diri dengan kencang hingga melewati seorang 

laki-laki yang tengah memegang tulang rahang unta, lalu orang itu 

memukulnya dengan tulang tersebut dan orang-orang pun memukulinya 

hingga ia meninggal. Kemudian mereka menyampaikan hal tersebut 

kepada Nabi Saw, lalu beliau bersabda: 

 هُ؟تَـركَتُمُوْ   لاَ فَ أَ 

“Mengapa kalian tidak membiarkannya” 

b. Shubhat 

Para ahli fiqih telah sepakat bahwa hudud bisa gugur karena 

adanya shubhat. Shubhat adalah suatu hal yang menyerupai sesuatu 

yang pasti namun sebetulnya tidak pasti baik itu berkenaan dengan 

subyek (pelaku), seperti seseorang yang menggauli itu memang 

mempunyai kepemilikan atau menyerupai kepemilikan, seperti budak 

perempuan yang dimiliki bersama; ataupun berkenaan dengan cara, 

yaitu cara yang dihikumi haram oleh suatu kaum, sementara yang lain 

menghukuminya halal. Landasan hukum mengenai hal ini adalah: 

1) Hadith Ibnu Abbas ra, Rasulullah Saw menetapkan li’an antara 

seorang laki-laki dari suku ‘Ajlan dengan istrinya. Lalu Syaddad bin 

al-Had bertanya kepada Ibnu Abbas, “Apakah dia itu wanita yang 

dimaksud dalam sabda Nabi Saw? 
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 لَوْ كُنْتُ راَجمِاً بِغَيرِْ بَـيِّنَةٍ لَرَجمَْتُـهَا 

‘Seandainya aku diperbolehkan untuk merajam tanpa bukti, tentu 

aku telah merajamnya” Ibnu Abbas menjawab. “Bukan. Dia itu 

wanita yang mengaku dengan sendirinya”. (HR. Muslim) 

2) Hadith yang diriwayatkan secara marfu’: 

 اتِ هَ ب ـْلشُّ باِ   دَ وْ دُ الحُ   اوْ ؤُ رَ دْ اِ 

“Cegahlah hudud karena adanya shubhat” 

3) Hadith yang diriwayatkan secara marfu’ dari Aisyah ra: 

سْلِمِينَْ مَا اسْتَطعَْتُمْ, فإَِنْ كَانَ لَهُ    دَ وْ دُ الحُ   اوْ ؤُ رَ دْ اِ 
ُ
مخَْرجٌَ فَخَلُّوْا سَبِيـَلَهُ, فإَِنَّ الإِمَامَ عَنِ الم

 أَنْ يخُْطِئَ فيِْ العَفْوِ خَيرٌْ مِن أَنْ يخُْطِئَ فيِ العُقُوْبةَِ 

“Cegahlah hudud dari kaum Muslimin semampu kalian. Bila 
perkara itu mempunyai jalan keluar, maka tempuhlah jalannya. 
Karena sesungguhnya bila imam salah dalam memberikan maaf, 
maka itu lebih baik daripada salah dalam menetapkan saksi. (HR. 
Tirmidhi). 

Kedua hadith tadi lemah, mengenai masalah ini ada juga riwayat 

lain yang bersumber dari Abu Hurairah dan lainnya, tapi itu juga lemah. 

Tapi umat menerima makna hadith-hadith tersebut.5 

 

 
5Abu Malik Kamal, Shahih Fiqh Sunnah Jilid 5 (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2008),10. 
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B. Sanksi Tindak Pidana Persetubuhan dalam Hukum Pidana Islam 

Pezina ada dua macam: pezina muhshan (sudah pernah menikah) dan 

ghairu muhshan (masih perjaka atau perawan). Masing-masing ada 

hukumannya tersendiri.6 

1. Definisi Muhshan  

Muhshan adalah orang yang pernah menikah, dan terpenuhi syarat-

syarat berikut: 

a. Mukallaf, yaitu baliqh dan berakal sehat. 

b. Merdeka, bila budak laki-laki atau budak perempuan berzina, maka 

keduanya bukanlah muhshan, berdasarkan firman Allah Swt mengenai 

budak perempuan dalam Surah An-Nisa 25: 

نْ وَمَنْ لمَْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَـنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أيمَْاَنكُُمْ مِ 
فَـتـَيَاتِكُمُ  
بـَعْضٍفَانْكِحُوهُنَّبِإِذِْ�هَْ الْمُؤْمِنَاتِ  لِهِنـَّوَآتوُهُنَّأُجُورَهُنَّبِالْمَعْرُوفِمُحْ وَاللَّهُأَعْلَمُبِإِيماَنِكُمْبـَعْضُكُمْمِنـْ

تِ صَنَاتغٍَيرْمَُسَافِحَاتوٍَلاَمُتَّخِذَا
لِكَلِمَنْخَشِيَالْعَنـَتَمِ أَخْدَانٍ  نَبِفَاحِشَةٍفَـعَلَيْهِنَّنِصْفُمَاعَلَىالْمُحْصَنَاتمِنَِالْعَذَابِذَٰ نْكُمْ فَإِذَاأحُْصِنـَّفَإِْ�تََـيـْ

 وَأنَْـتَصْبرِوُاخَيرْلٌَكُمْوَاللَّهُغَفُورٌرَحِيمٌ ◌ۚ 
 

Artinya: “kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), 
Maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita 
merdeka yang bersuami.” 

Padahal rajam yang merupakan hukuman bagi pezina muhshan 

tidak dapat diberlakukan setengahnya.  

 
6Ibid, 56. 
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Karena itu, telah diriwayatkan secara shahih dari Ali ra, ia 

mengatakan dalam khutbahnya, “Wahai manusia, laksankanlah 

hukuman terhadap budak-budak kalian, baik yang telah menikah 

maupun yang belum. Karena seorang budak milik Rasulullah Saw 

pernah berzina, lalu beliau memerintahkanku untuk mencambuknya, 

padahal ia baru saja melahirkan”. 

Riwayat ini telah dikemukakan sebelumnya. Ini menegaskan 

bahwa budak perempuan tersebut pernah menikah, namun beliau 

memerintahkan untuk mencambuknya. 

c. Pernah melakukan persetubuhan dalam ikatan pernikahan yang sah, 

walaupun hanya sekali. 

2. Sanksi Pezina Ghairu Muhshan (Perjaka atau Perawan) 

Para ulama telah sepakat, bila perjaka atau gadis berzina, maka wajib 

dikenakan hukuman terhadapnya, yaitu dicambuk sebanyak seratus kali 

cambukan.7 

Allah Swt berfirman dalam Surah An-Nur 2: 

هُمَا مِائةََ جَلْدَةٍ الزَّانيَِةُ وَالزَّانيِ فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِ  وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأفَْةٌ فيِ دِينِ   دٍ مِنـْ

تُمْ تُـؤْمِ   وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهمَُا طاَئفَِةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ   بِاللهَِّ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ   نُونَ اللهَِّ إِنْ كُنـْ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka 
deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera”. 
Kemudian mereka berbeda pendapat, apakah hukuman ini ditambah 

dengan hukuman lain selain cambukan? Ada tiga pendapat: 

 
7Abu Malik Kamal, Shahih Fiqh Sunnah Jilid 5, 57. 
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Pertama, disamping hukuman cambuk, wajib diasingkan (dibuang dari 

negerinya) selama satu tahun. Ini pendapat yang diriwayatkan empat 

khalifah. 

Kedua, yang laki-laki diasingkan, sedangkan yang perempuan tidak 

dibuang. Ini Madzhab Malik dan al-Auza’i. Mereka berdalil dengan sabda 

Nabi Saw: 

“Mereka mengatakan, pengasingannya tanpa disertai mahramnya 

berarti membiarkannya dimangsa oleh orang-orang durjana dan 

menyiakannya. Tapi bila diasingkan beserta mahramnya, berarti 

pengasingan ini menyebabkan diasingkannya orang yang bukan pezina dan 

dibuangnya orang yang tidak berdosa.” 

Ketiga, pada dasarnya pengasingan tidak diwajibkan di samping 

hukuman cambukan, kecuali sebagai ta’zir, bila hakim memandang perlu 

pengasingan tersebut. 

3. Sanksi Pezina Muhshan (Sudah Pernah Menikah) 

 Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama dari generasi sahabat, 

para salaf dan para imam yang mahsyur kecuali sebagian kalangan Khawarij 

dan Mu’tazilah bahwa jika orang muhshan berzina, maka hukumannya 

adalah dirajam dengan batu sampai mati.8 

 Diriwayatkan dari Ubadah bin ash-Shamit ra, ia mengatakan, 

Rasulullah Saw bersabda: 

 
8Abu Malik Kamal, Shahih Fiqh Sunnah Jilid 5, 59. 
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, قَدْ جَعَلَ اللهُ لهَنَُّ وْ ذُ ◌ُ خ سَبِيلاً: البِكْرُ بِالبِكْرِ جِلْدُ مِائةٍَ وَنَـفْيُ سَنَةً وَالثَّـيِّبُ ا عَنيِّ خُذُوْا عَنيِّ

 9بِالثَّيِّبِ جِلْدُ مِائةََ وَالرَّجْمِ 

“Ambilah dariku. Ambilah dariku. Allah telh menetapkan ketentuan-
ketentuan bagi mereka: Perjaka yang berzina dengan perawan 
(hukumannya) dicambuk seratus kali dan dibuang selama setahun, dan laki-
laki yang sudah pernah menikah (yang berzina) dengan perempuan yang 
sudah pernah menikah (hukumannya) adalah dicambuk seratus kali dan 
dirajam”. 
 
 Setelah para ulama sepakat tentang dirajamnya pezina muhshan, 

mereka berbeda pendapat tentang penggabungan hukuman cambuk dengan 

rajam dalam tiga pendapat: 

 Pertama, dicambuk sebelum dirajam. Ini salah satu riwayat dari 

Ahmad. Ini juga pendapat Zhahiriyah. Alasannya, dalil-dalil berikut ini: 

Hadist Ubadah bin ash-Shamit ra, Nabi Saw bersabda: 

 10الثَّـيِّبُ بِالثَّيِّبِ جِلْدُ مِائةََ وَالرَّجْمِ 

 “Dan laki-laki yang sudah pernah menikah (yang berzina) dengan 
perempuan yang sudah pernah menikah (hukumannya) adalah dicambuk 
seratus kali dan dirajam” 
 
 Keputusan Ali bin Abu Thalib ra pada Syurahah al-Hamdaniyyah, 

karena Ali mencambuknya pada hari Kamis sebanyak seratus cambukan, 

lalu merajamnya pada hari Jumat…” Dan Ali berkata,”Aku 

mencambukknya berdasarkan Kitabullah, dan merajamnya berdasarkan 

Sunnah Nabi Saw”. 

 
9Muslim, Shahih Muslim 
10Muslim, Shahih Muslim 
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 Kedua,dirajam saja tanpa dicambuk. Ini adalah madzhab jumhur: Abu 

Hanifah, Malik, asy-Syafi’i, dan riwayat lain dari Ahmad. Mereka berdalil 

sebagai berikut: 

Hadist Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid, mengenai perintah Nabi Saw 

(kepada Unais): 

 11 إِلىَ امْرأَةٍَ هَذَا, فإَِنِ اعْترَفَْتَ فاَرْجمَْهَاسُ يْ ن ـَ أُ �َ   دُ غْ اُ 

“Pergilah, wahai Unais! Pergilah ke istri laki-laki ini; bila wanita itu 
mengakui (perbuatannya), maka rajamlah ia” 
 
Unais pun pergi ke tempat wanit tersebut, ternyata wanita itu mengakuinya, 

maka Unais pun merajamnya. Sebelum itu, Nabi bersabda: 

“Demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, sungguh aku akan 
menetapkan hukuman pada kalian dengan Kitabullah” 
. 
 Bahwa hukuman yang lebih kecil masuk ke dalam hukuman yang 

lebih besar. Karena hukuman yang lebih kecil itu hanyalah untuk membuat 

jera pelaku pelanggaran, maka tidak ada lagi gunanya membuat jera dengan 

dipukul bila akhirnya harus dirajam. 

 Ketiga,digabungkan antara cambukan dan rajam saat merajam laki-

laki dan perempuan tua yang berzina, bukan pemuda. Demikian pendapat 

Ubay bin Ka’ab dan Masruq, berdasarkan ayat yang bacaanya telah dihapus, 

“laki-laki tua dan perempuan tua apabila keduanya berzina, maka rajamlah 

keduanya”. Disini diungkapkan dengan kata “syaikh” (orang yang sudah 

tua). Dari sini, mereka memahami bahwa penggabungan hukuman itu bagi 

 
11Abu Malik Kamal, Shahih Fiqh as-Sunnah diterjemahkan oleh Amir Hamzah Fachruddin, 
(Jakarta, Pustaka at-Tazkia, 2008), 9. 
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orang yang sudah tua, karena pemuda secara umum masih lebih bias 

diterima udzurnya. 

 

4. Sanksi Berzina dengan Mahramnya 

 Kaum Muslimin telah sepakat bahwa orang yang berzina dengan 

mahramnya dikenai hukuman. Mereka hanya berbeda pendapat mengenai 

sifat hukuman dalam dua pendapat:12 

 Pertama,hukumannya sama dengan hukuman berzin dengan yang 

bukan mahramnya, tidak ada bedanya. Ini madzhab Abu Hanifah, Malik, 

asy-Syafi’i dan Ahmad dalam salah satu dua riwayat. 

 Kedua, hukumannya tentu saja harus dibunuh. Ini madzhab Ahmad, 

Ishaq dan segolongan ahli hadist. Mereka berdalil dengan hadist Ibnu Abbas 

ra, Rasulullah bersabda: 

 هُ وْ لُ ت ـُاق ـْفَ   هِ مِ رَ محَْ  اتِ ى ذَ لَ عَ   عَ قَ وَ   نْ مَ 

“Barangsiapa yang menggauli mahramnya, maka bunuhlah dia”. 

5. Karakteristik Hukuman Zina 

Allah Swt telah mengkhususkan hukuman zina di antara hukuman-

hukuman lainnya dengan tiga karakteristik, yaitu:13 

a. Pemberatan hukuman 

Hukuman mati adalah sanksi gabungan di antara sejumlah tindak 

kriminal, tetapi hukuman mati berupa dirajam dengan batu hingga mati 

 
12Abu Malik Kamal, Shahih Fiqh Sunnah Jilid 5, 65. 
13Ibid, 69. 
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menghilangkan nyawanya hanyalah diberlakukan pada sanksi zina 

untuk pezina muhshan. Ini adalah hukuman mati yang paling buruk. 

Hukuman cambuk juga merupakan sanksi gabungan di antara 

sejumlah hukuman, tapi hukuman bagi pezina yang masih bujangan 

cambukan ini sebanyak seratus kali dan sebagai penyempurnaan 

hukuman cambuk, pelaku diasingkan ke wilayah lain. Pengasingan ini 

tidak menjadi sanksi yang ditetapkan selain pada pelanggaran zina yang 

dilakukan oleh pelaku yang masih bujangan. 

b. Tidak menaruh belas kasihan terhadap para pezina 

Allah berfirman dalam Surah an-Nur (2): 

هُمَا مِائةََ جَلْدَةٍ دٍ  الزَّانيَِةُ وَالزَّانيِ فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِ  وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأفَْةٌ فيِ دِينِ   مِنـْ

تُمْ تُـؤْمِنُونَ   وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهمَُا طاَئفَِةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِاللهَِّ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ   اللهَِّ إِنْ كُنـْ

Artinya: “perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka 
deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan 
janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk 
(menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan 
hari akhirat”. 
 

c. Pelaksanaan hukuman itu disaksikan oleh kaum Mukminin 

Hukuman itu tidak dilakukan di tempat sepi yang tidak disaksikan 

oleh orang lain. Sebab hikmah pelaksanaan hukuman di tempat yang 

dapat disaksikan oleh banyak orang, lebih bermaslahat dan lebih 

menjerakan. Allah Saw berfiman dalam Surah an-Nur (2): 

هُمَا مِائةََ جَلْدَةٍ الزَّانيَِةُ وَالزَّانيِ فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِ  وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأفَْةٌ فيِ دِينِ   دٍ مِنـْ

تُمْ تُـؤْمِنُونَ   وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهمَُا طاَئفَِةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ   بِاللهَِّ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ   اللهَِّ إِنْ كُنـْ
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Artinya: “Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka 
disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. 

C. Pencabulan dan Persetubuhan dalam Hukum Positif Indonesia 

1. Pengertian Pesetubuhan Menurut Istilah dan Kamus Hukum Indonesia 

Di dalam kitab undang-undang hukum pidana atau biasa disebut 

KUHP yang berlaku bagi seluruh penduduk warga negara Indonesia ada 

banyak sekali memuat bab-bab tentang larangan dan kewajiban salah 

satunya ialah memuat tentang bab tindak pidana asusila,yaitu bab yang 

didalamnya memuat pembahasan tentang pencabulan dan persetubuhan. 

Jadi sebelum membahas lebih jauh mengenai tindak pidana persetubuhan 

alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu asusila. 

Beberapa pasal dalam KUHP dimuat larangan zina dan perzinaan 

(perbuatan cabul) yang berlaku untuk seluruh penduduk di Indonesia. 

Perbuatan zina atau mukah, menurut pasal 284 KUHP adalah hubungan 

seksual atau persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang 

laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya 

masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain.14 

2. Kualifikasi Tindak Pidana Persetubuhan 

Pencabulan merupakan kata kerja dari cabul yang artinya suatu proses 

atau cara dalam melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan atau 

melakukan perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelamin, 

 
14Neng Djubaedah,Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari 

Hukum Islam(Jakarta: Kencana Media Group, 2010),65.  
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misalnya berciuman, meraba anggota kelamin, meraba buah dada dan 

sebagainya.15 

Sedangkan  menurut  Simon,  yang  dikutip  oleh  P.A.F.  Lamintang 

“ontuchtigehandelingen atau cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan 

kehidupan di bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk 

memperoleh  kenikmatan  dengan  cara  yang  sifatnya  bertentangan  

denganpandangan umum untuk kesusilaan”.16 

Zina menurut istilah bahasa dan syara’ mempunyai pengertian yang 

sama, yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan 

perempuan pada kemaluan depannya tanpa didasari dengan tali kepemilikan 

yang subhat kepemilikannya. Caitus atau persetubuhan, sebuah tindakan 

yang sudah dikenal sebagai penitrasi batang kemaluan laki-laki kedalam 

lubang kemaluan perempuan sekedar ukuran hasyafa (kepala penis).  

Persetubuhan yang mengharuskan dihukumi h}addadalah apabila 

khasyfa laki-laki dipenitrasikan kedalamlubang kemaluan perempuan. 

Sehingga jika penitrasi tersebut tidak sampai pada batas ini, seperti apabila 

hanya bermain-main diantara kedua paha, atau bercumbu rayu saja tidak ada 

hukuman hadd didalamnya melainkan hanya ta’zir yang berlaku.Wahbah 

Al-Zuhaili dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh.Sanksi-sanksi takzir 

adalah hukuman hukuman yang secara syara’ tidak ditegaskan mengenai 

ukurannya. 

 
15R.Sugandhi,KUHPdanPenjelasannya(Surabaya:UsahaNasional,1981), 306. 
16P.A.F Laminatang,Dasar-dasarHukumPidanaIndonesia(Bandung: Citra Aditya,1997), 159. 
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Syariat Islam menyerahkannyakepada penguasa negara untuk 

menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan 

kejahatannya. Persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukallaf (orang 

yang sudahbaligh dan berakal). Adapun persetubuhan yang dilakukan orang 

yang tidak mukallaf seperti anak kecil atau orang gila, maka tidak dianggap 

sebagai zina yang mengharuskan hukuman h}add. Sebab perbuatan anak 

kecil atau orang gila tidak bisa dikatakan haram dan terlarang. 

Pelaku persetubuhan haruslah orang yang dalam keadaan mukhtar 

(ataskemauan sendiri, tidak dalam keadaan dipaksa). Baik laki-laki yang 

menyetubuhimaupun perempuan yang disetubuhi. Oleh karena sebab itu 

orang yang dipaksa berzina atau melakukannya dengan kekerasan tidak 

berhak dikenai hukuman hadd.Tindakan mempergunakan hak dalam syariat 

Islam seperti kerelaan korbanyang hal tersebut bisa menggugurkan 

hukumanqishahkarena berarti didalamnyaterkandung unsur subhat, juga 

seperti seseorang melakukan kejahatan karena dipaksahal tersebut tidak bisa 

dikenakannya hukuman. Dalam suatu riwayat diceritakan “seorang wanita 

dalam keadaan kehausan kemudian dia berpapasan dengan 

seorangpengembala dan meminta air kepada penggembala tersebut, akan 

tetapi penggembalatersebut enggan memberikan air minum kecuali dengan 

syarat perempuan tersebutmenyerahkan kehormatannya kepadanya 

mendengarkan permintaan tersebut siperempuan pun akhirnya 

menyanggupinya denga terpaksa” menurut para ulama’kejadian dalam 

cerita tersebut tidaklah dapat dihukumi h}add bagi si perempuankarena 
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tidak ada qishas bagi orang yang melakukan pembunuhan karena 

dipaksa,begitu juga bagi perempuan yang dipaksa melakukan perzinaan, ia 

tidak bolehdirajam. 

Adapun syarat-syarat dalam hukuman hadd zina adalah: 

a. Pelaku adalah orang baligh 

b. Pelaku adalah orang berakal 

c. Pelaku adalah orang muslim 

d. Pelaku melakukan perzinaan atas kemauan sendiri, tidak dalam keadaan 

dipaksa 

e. Perzinaan yang dilakukan adalah dengan manusia. Perempuan yang 

dizinai haruslah memang sudah bisa dizinai. 

f. Perzinaan yang dilakukan tanpa adanya unsur syubhat di dalamnya 

g. Pelaku mengetahui keharaman hukum berzina 

h. Perempuan yang dizinahi tidak boleh perempuan harbi 

i. Perempuan yang dizinai adalah perempuan yang hidup.17 

Adapun macam-macam persetubuhan di luar perkawinan yang dapat 

dimasukkan sebagai perbuatan pidana adalah:18 

a. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki 

dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah seorang 

pelakunya sedang dalam ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain. 

 
17Wahbah Az-Zuhaili,Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Juz 7(Depok: Gema Insani, 2011), 314. 
18  Neng Djubaedah, Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau Dari 

Hukum Islam (Jakarta, Prenada Media Group, 2010), 67. 
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b. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seoranglaki-laki 

terhadap perempuan yang dalam keadaan pingsan; atau 

c. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki 

terhadap perempuan yang dalam keadaan tidak berdaya; atau 

d. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki 

terhadap perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus 

diduganya belum berumur 15 tahun; atau 

e. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki 

terhadap perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus 

diduganya belum masanya untuk dikawini. 

3. Unsur-Unsur Persetubuhan 

a. Unsur Persetubuhan 

Memsukkan kepala penis atau yang sama panjangnya dengan 

batang penis bagi orang yang tidak memilikinya ke dalam lubang 

kemaluan anak laki-laki atau perempuan dimasukkan ke dalam liang 

kemaluan atau liang anusnya. 

b. Perbedaan Unsur Persetubuhan dan Pencabulan 

Perbuatan cabul, menurut R.Soesilo adalah segala perbuatan yang 

melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu 

dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya, cium-ciuman, 

meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba payudara dan sebagainya. 
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Sedangkan persetubuhan menurut R. Soesilo termasuk perbuatan cabul 

tetapi dalam undang-undang disebutkan secara ter sendiri.19 

D. Tindak Pidana Persetubuhan Anak 

Dalam hukum Islam, seseorang dikatakan sebagai anak jika ia belum 

mencapai kedewasaan atau balig. Ukuran kedewasaan diketahui dari umur dan 

kondisi psikologis. Jika pada masyarakat umum, seseorang biasanya dapat 

ditandai dengan perkembangan reproduksi atau balig secara alami. Contohnya 

seorang laki-laki dikatakan sudah balig apabila telah mengalami mimpi basah 

atau keluar air mani. Sedangkan pada perempuan ditandai dengan adanya 

menstruasi. Jadi, jika belum mengalami menstruasi atau mimpi basah maka 

masih dianggap belum balig atau masih anak-anak. 

Ada beberapa perbedaan pendapat ulama mengenai ukuran dewasa, 

ulama Syafi’iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa:20 “Anak laki-laki dan 

anak perempuan dianggap baligh apabila telah mencapai umur 15 tahun.” 

Sedangkan Imam Abu Hanifah mengambil kesimpulan bahwa batas 

kedewasaan atau balig pada usia 18 (delapan belas) tahun dan menurut satu 

riwayat 19 (sembilan belas) tahun, dan 17 tahun untuk perempuan begitu 

pendapat yang terkenal dalam mazhab Maliki.21Namun dalam Hukum Islam, 

untuk mengukur kedewasaan seseorang ditandai dengan kematangan mental 

atau psikologisnya. Bukan hanya perubahan dalam reproduksi atau fisiknya, 

 
19 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya 

Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor, Politeia, 1980), 181. 
20Muhammad Jawad Mughniyyah, al Ahwal al Syakhsiyyah (Beirut: Dar al 'Ilmi lil Malayain, tt), 

16. 
21Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah),134. 
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namun kecakapan untuk berpikir dan bertindak adalah tolak ukur utama. Jika 

kemampuan berpikir masih lemah dan organ reproduksi belum sempurna, 

maka dianggap sebagai anak. 

Kategori usia seorang anak menurut undang-undang sangatberagam. 

Setiap undang-undang mempunyai definisi masing-masing dantentunya 

berbeda satu sama lainnya.Menurut Pasal 330 KUH Perdata mengatakan, anak 

atau orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 

(dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.Menurut Pasal 45 

KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belumberumur 16 

(enam belas) tahun.Menurut Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974) 

tentang Perkawinan, mengatakan seorang pria hanya diizinkan kawin apabila 

ia telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah 

mencapai umur 16 (enam belas) tahun.22 

Sedangkan anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak 

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 

Tahun 2002 Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum 

pernah kawin.23 

Bila merujuk pada Pasal 81 dan 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa apabila seseorang melakukan 

kekerasan atau melakukan pencabulan terhadap anak (Pasal 76D dan 76E), 

 
22Pasal 7 ayat 1 Nomor 1, Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
23Pasal 1 ayat 1 Nomor 23, Undang-Undang Republik IndonesiaTahun 2002 tentangPerlindungan 

Anak. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

37 
 

 
 

maka orang tersebut dapat dipenjara paling sedikit 5 tahun dan paling lama 15 

tahun. Dan hal ini berlaku pula bagi setiap Orang yg dengan sengaja melakukan 

tipu daya muslihat atau serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk 

melakukan persetubuhan dengannya.24 

1.   Pengertian Anak Disabilitas 

Anak Disabilitas atau berkebutuhan khusus adalah anak yang 

memiliki kekurangan atau mengalami berbagai kelainan dan penyimpangan 

yang tidak dialami oleh orang normal pada umumnya, dan kelainan atau 

kekurangan yang dimilikinya berupa kelainan psikis, sosial dan mental. 

Istilah lain yang pernah digunakan dalam anak berkebutuhan khusus 

diantaranya anak cacat, anak tuna, anak berkelainan, anak menyimpang, 

anak luar biasa, dan diference ability. Anak berkebutuhan khusus adalah 

mereka yang memiliki kebutuhan khusus sementara atau permanen 

sehingga membutuhkan pelayanan yang lebih intens. Sedangkan anak 

korban adalah anak yang mengalami tindak kejahatan serta mengalami 

kerugian baik kerugian materil maupun moril. Jadi, anak korban yang 

berkebutuhan khusus adalah anak cacat yang mengalami tindak pidana dan 

mengalami kerugian disebabkan oleh orang lain.  

Anak berkebutuhan khusus dibedakan menjadi dua, yaitu anak yang 

berkebutuhan khusus permanen dan sementara. Karakteristik yang dimiliki 

oleh anak berkebutuhan khusus berbeda-beda. Contohnya dalam hal 

pendidikan, anak berkebutuhan khusus memerlukan bentuk pelayanan 

 
24Pasal 81 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 
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pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi 

mereka. Dengan demikian, pemerintah telah menyediakan fasilitas-fasilitas 

layanan pendidikan untuk membantu para anak berkebutuhan khusus 

dengan sifat permanen yaitu :25 

a. SLB A adalah sekolah untuk penyandang tunanetra 

b. SLB B adalah sekolah untuk penyandang tunarungu 

c. SLB C adalah sekolah untuk penyandang tunagrahita (yang memilikiIQ 

yang signifikan berada di bawah rata-rata). 

d. SLB D adalah sekolah untuk penyandang tunadaksa (yang 

memilikigangguan gerak karena kurangnya kemampuan fungsi dalam 

geraksecara normal). 

e. SLB E adalah sekolah untuk penyandang tunalaras (yang 

memilikipenyimpangan tingkah laku sosial). 

f. SLB G adalah sekolah untuk penyandang cacat ganda(yang 

memilikilebih dari satu ketunaan).  

Kategori anak berkebutuhan khusus terbagi menjadi tiga, yaitu : 

a. Anak Kekurangan atau Kelainan Fisik 

Anak kekurangan/kelainan fisik adalah kelainan/kekurangan yang 

terjadi pada satu atau lebih organ tubuh pada bagian tertentu. Dampak dari 

kelainan tersebut timbul suatu keadaan pada fungsi fisik tubuhnya tidak 

dapat menjalankan fungsinya secara normal. Yang termasuk dalam 

 
25Suparno, Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan 
Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2007), 23. 
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kategori anak kelainan/kekurangan fisik yaitu tunanetra, tunarungu, 

tunawicara, dan tunadaksa. 

b. Anak dengan Variasi Psikis Tertentu 

Anak dengan variasi psikis tertentu adalah anak yang memiliki 

penyimpangan kemampuan berpikir secara kritis, logis, mental dalam 

menanggapi dunia sekitarnya. Yang termasuk dalam klasifikasi anak 

dengan variasi pkisis tertentu yaitu tunagrahita, autis, ADHD, tunalaras, 

dan anak kesulitan belajar. 

c. Anak Genius dan Berbakat 

Anak berbakat adalah istilah yang dikenakan pada anak-anak 

dengan kecerdasan di atas rata-rata. Anak berbakat merupakan anak 

yang diidentifikasi oleh para psikolog sebagai anak yang memiliki 

kemampuan yang sangat menonjol. Dengan kemampuan yang tinggi 

tersebut, mereka perlu mendapatkan bimbingan secara khusus dan pola 

asuh yang bisa mengembangkan karakter atau kepribadian mereka. 

2. Kategori Usia Anak 

Usia merupakan tolak ukur penting untuk mengetahui status 

seseorang, untuk bisa dikategorikan sebagai anak, hal utama yang dilihat 

adalah usia.  
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BAB III 

DESKRIPSI KASUS TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP 

PUTUSAN NOMOR 535 PID SUS 2015 PN BLS TENTANG 

PERSETUBUHAN ANAK DISABILITAS 

A. Deskripsi Kasus 

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan 

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai 

berikut dalam perkara Terdakwa: 

Nama lengkap   : SAMIN Bin KHAIRAN ; 

Tempat lahir   : Laka Payung (Sumatera Utara); 

Umur/tanggal lahir  : 70 Tahun / 05 Mei 1945; 

Jenis kelamin   : Laki-laki; 

Kebangsaan   : Indonesia; 

Tempat tinggal   : Jalan Simpang Kancil Rt.01 / Rw.05TasikSerai 

Timur Kecamatan Pinggir KabupatenBengkalis; 

Agama    : Islam; 

Pekerjaan   : Tidak bekerja; 

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahan Negara oleh: 

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2015 sampai dengan tanggal 

15Oktober 2015; 

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 

2015sampaidengan tanggal 24 November 2015; 
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3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 

10 Nopember 2015; 

4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 

2Desember 2015; 

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 

3Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016; 

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasehat 

Hukum,meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk 

didampingi Penasehathukum; 

Setelah membaca: 

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 

535/Pen.Pid/2015/PN. Bls tanggal 3 Nopember 2015 tentang 

penunjukan Majelis Hakim; 

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 535/Pen.Pid/2015/PN. Bls 

tanggal 3 Nopember 2015 tentang penetapan hari sidang; 

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta 

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; 

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh 

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Menyatakan terdakwa SAMIN Bin KHAIRAN telah terbukti dan 

bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu 

muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak 
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melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” 

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 

tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan 

Kesatu. 

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SAMIN Bin 

KHAIRAN selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangkan 

sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar 

terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus 

juta rupiah), subsidair selama 5 (lima) bulan kurungan. 

3. Menyatakan barang bukti berupa : 

a. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih tulisan 

“Sweet”. 

b. 1 (satu) helai celana pendek bahan kaos warna hitam motif 

pita kuning. 

c. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam. 

(Dirampas untuk dimusnahkan) 

4. Menghukum terdakwa SAMIN Bin KHAIRAN membayar ongkos 

perkarasebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). 

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya 

memintakeringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali 
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perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa juga 

berniat akan mengawini saksi korban ; 

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, maupun permohonan 

Terdakwasecara lisan yang masing-masing menyatakan pada pokoknya tetap 

pada pendiriannyasemula; 

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut 

Umumdidakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: 

KESATU 

Bahwa terdakwa SAMIN Bin KHAIRAN pada hari Jum’at tanggal 25 

September2015 sekira jam 11:30 wib atau setidak-tidaknya masih dalam 

tahun 2015 bertempat dibelakang rumah warga di Simpang Kancil Rt 001 Rw 

005 Desa Tasik Serai Timur Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis atau 

setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum 

Pengadilan Negeri Bengkalis, dengan sengaja melakukantipu muslihat, 

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan 

dengannya atau dengan orang lain terhadap saksi korban yang 

keterbelakangan mentalyaitu Suratmi Binti Leman yang berumur 9 

(sembilan) tahun, tanggal lahirnya 21 Maret2006, sebagaimana dalam Kartu 

Keluarga Nomor : 1403132504110025 atas namakepala keluarga Imam 

Sayuti dari Kecamatan Pinggir tanggal 25 April 2011, dengan cara-cara 

sebagai berikut: 

1. Pada hari Jum’at tanggal 25 September 2015 sekira jam 11:30 wib di 

belakang rumah kosong di Simpang Kancil Rt 001 Rw 005 Desa Tasik 
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Serai Timur Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, terdakwa melihat 

saksi korban sedang bermain sendirian lalu terdakwa membujuk saksi 

korban ikut terdakwa menuju dekat sumur dengan cara mengandeng 

tangan saksi korban sambil berkata “ayoklah”. Kemudian saksi korban 

membuka baju serta celananya lalusaksi korban berbaring diatas lantai 

sumur. Setelah terdakwa memasukkanpenisnya kedalam kemaluan saksi 

korban. Kemudian tidak beberapa lama,terdakwa mengeluarkan 

penisnya dari kemaluan saksi korban. Setelah ituterdakwa menyuruh 

saksi korban pulang. Bahwa terdakwa sering memberikanuang ke saksi 

korban. 

2. Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum 

DaerahKec.Mandau Nomor: 44/RSUD/2015/483 Tanggal 26 September 

2015An.Suratmi Binti Leman, yang ditanda tangani oleh dokter yang 

memeriksadr.Erry Franto SpOG Nip.1959090119861210, dengan 

kesimpulan hasilpemeriksaan: Selaput dara tampak seperti selaput dara 

seorang wanita yangsudah sering melakukan senggama tapi belum 

pernah melahirkan anak. 

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 

Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
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A T A U  

KEDUA 

Bahwa terdakwa SAMIN Bin KHAIRAN pada hari Jum’at tanggal 25 

September2015 sekira jam 11:30 wib atau setidak-tidaknya masih dalam 

tahun 2015 bertempat dibelakang rumah warga di Simpang Kancil Rt 001 Rw 

005 Desa Tasik Serai TimurKecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis atau 

setidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum 

Pengadilan Negeri Bengkalis, dengan sengaja melakukankekerasan, ancaman 

kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaiankebohongan, atau 

membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan 

cabul terhadap saksi korban yang keterbelakangan mental yaitu Suratmi 

BintiLeman yang berumur 9 (sembilan) tahun, tanggal lahirnya 21 Maret 

2006, sebagaimana dalam Kartu Keluarga Nomor: 1403132504110025 atas 

nama kepala keluarga ImamSayuti dari Kecamatan Pinggir tanggal 25 April 

2011, dengan cara-cara sebagai berikut : 

1. Pada hari Jum’at tanggal 25 September 2015 sekira jam 11:30 wib di 

belakang rumah kosong di Simpang Kancil Rt 001 Rw 005 Desa Tasik 

Serai Timur Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, terdakwa melihat 

saksi korban sedang bermain sendirian lalu terdakwa membujuk saksi 

korban ikut terdakwa menuju dekat sumur dengan cara mengandeng 

tangan saksi korban sambil berkata “ayoklah”. Kemudian saksi korban 

membuka baju serta celananya lalusaksi korban berbaring diatas lantai 

sumur. Setelah terdakwa memasukkanpenisnya kedalam kemaluan saksi 
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korban. Kemudian tidak beberapa lama,terdakwa mengeluarkan 

penisnya dari kemaluan saksi korban. Setelah ituterdakwa menyuruh 

saksi korban pulang. Bahwa terdakwa sering memberikanuang ke saksi 

korban. 

2. Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah 

Kec.Mandau Nomor : 44/RSUD/2015/483 Tanggal 26 September 

2015An.Suratmi Binti Leman, yang ditanda tangani oleh dokter yang 

memeriksadr.Erry Franto SpOG Nip.1959090119861210, dengan 

kesimpulan hasil pemeriksaan : Selaput dara tampak seperti selaput dara 

seorang wanita yang sudah sering melakukan senggama tapi belum 

pernah melahirkan anak. 

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 

Pasal 82 ayat (1)Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 

Untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa 

Penuntut Umum kepada terdakwa, maka dihadirkan saksi-saksi, yang 

masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah dalam persidangan 

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 

1. Saksi I Suratmi Binti Leman  

Bahwa saksi korban mengatakan bahwa saksi dalam keadaan 

sehat secara fisik, namun psikis mengalami keterbelakangan mental, 

yang memiliki keterbatasan berfikir, dan saksi tidak ada mempunyai 

hubungan keluarga dengan terdakwa, yang mana terdakwa tinggal 
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disekitar rumah saksi dan pernah tinggal dirumah saksi, dan sehari-hari 

saksi sering bertemu dengan terdakwa dan sering mengajak saksi 

bepergian serta sering memberikan uang. 

Bahwa saksi tidak mengetahui kapan perbuatan persetubuhan 

tersebut terjadi, namun saksi pernah dibawa oleh terdakwa ke sebuah 

sumur dan kolam, lalu terdakwa menyuruh saksi membuka baju dan 

celananya kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluannnya ke 

dalam lubang kemaluan saksi hingga terasa sakit, yang mana saksi 

hanya diam dan menuruti semua kemauan terdakwa akibat perbuatan 

terdakwa, saksi mengalami sakit pada bagian kemaluan saksi. 

2. Saksi II 

Bahwa saksi menerangkan, saksi mengetahui kejadian tindak 

pidana persetubuhan tersebut setelah saksi mendatangi rumah Ketua RT 

untuk mengikuti acara kegiatan gotong royong, setibanya saksi dirumah 

Ketua RT yang mana saksi mendengar warga membicarakan tentang 

saksi Suratmi (anak kandung saksi) yang telah disetubuhi oleh terdakwa 

yang sudah diamankan oleh warga, kemudian saksi membawa saksi 

Suratmi (anak kandung saksi) ke Polsek Pinggir untuk melaporkan 

kejadian tindak pidana persetubuhan tersebut. 

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa ada melakukan 

paksaan atau bujuk rayu terhadap saksi Suratmi (anak kandung saksi). 

Dan bahwa saat kejadian tindak pidana persetubuhan tersebut saksi 

Suratmi (anak kandung saksi) berumur 9 (sembilan) tahun dan saksi 
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Suratmi (anak kandung saksi) merupakan anak yang keterbelakangan 

mental. 

3. Saksi III 

Bahwa saksi menerangkan,yang melakukan persetubuhan 

tersebut adalah terdakwa dan yang menjadi korban persetubuhan 

tersebut adalah saksikorban Suratmi.Kejadian tindak pidana 

persetubuhan tersebut terjadi pada hariJumat tanggal 25 September 

2015 sekira pukul 11.30 Wib bertempat dibelakang rumah warga yang 

berada di Jalan Simpang Kancil Rt.01 /Rw.05 Desa Tasik Serai Timur 

Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. 

Bahwa saksi mengetahui kejadian tindak pidana persetubuhan 

tersebut saat saksi mendatangi warung nenek saksi yang berada 

diSimpang Kancil, lalu nenek saksi menyuruh saksi untuk melihat 

kebelakang rumah yang berada diseberang jalan warung yang mana 

sebelumnya nenek melihat terdakwa dan saksi korban Suratmi menuju 

ke belakang rumah tersebut, kemudian saksi menuju kebelakang rumah 

tersebut dan melihat terdakwa sedang menyetubuhi saksi korban 

Suratmi dengan kondisi tidak mengenakan pakaian, danposisi terdakwa 

berada diatas tubuh saksi korban Suratmi, kemudian saksi mengatakan 

kepada terdakwa sedang ngapain, lalu terdakwa 

mengisyarakatkan/meminta kepada saksi sambil merapatkan jari 

telunjuk ke mulutnya, selanjutnya saksi mengatakan kembali kepada 

terdakwa supaya berhenti, lalu terdakwa berdiri sambil mengenakan 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

49 
 

 
 

pakaiannya dan begitu juga dengan saksi korban Suratmi, setelah itu 

saksi meninggalkan tempat kejadian dan memberitahukan kejadian 

tersebut kepada nenek saksi, kemudian nenek saksi memberitahukan 

kepada saksi Bobi Suandri (abang kandung saksi korban Suratmi) 

bahwa saksi korban Suratmi telah disetubuhi oleh terdakwa, dan tidak 

lama kemudian datang warga untuk mengamankan terdakwa yangmana 

sempat melarikan diri, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Pinggir 

untuk pemeriksaan lebih lanjut. 

Selain itu saksi juga menerangkan bahwa saksi tidak 

mengetahui apakah terdakwa ada melakukan paksaan atau bujuk rayu 

terhadap saksi korban Suratmi.Dan saat kejadian tindak pidana 

persetubuhan tersebut saksi korban Suratmi berumur 9 (sembilan)tahun 

dan saksi korban Suratmi merupakan anak yang keterbelakangan 

mental. 

4. Saksi IV 

Bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut adalah 

terdakwa.bahwa yang menjadi korban persetubuhan tersebut adalah 

saksi Suratmi (adik kandung saksi).bahwa kejadian tindak pidana 

persetubuhan tersebut terjadi pada hariJumat tanggal 25 September 

2015 sekira pukul 11.30 Wib bertempatdibelakang rumah warga yang 

berada di Jalan Simpang Kancil Rt.01 /Rw.05 Desa Tasik Serai Timur 

Kecamatan Pinggir KabupatenBengkalis. 
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Bahwa saksi mengetahui kejadian tindak pidana persetubuhan 

tersebutsetelah diberitahu oleh nenek saksi Zulkifli bahwa saksi 

Suratmi (adikkandung saksi) telah disetubuhi oleh terdakwa belakang 

rumah yangberada diseberang jalan warung milik nenek saksi Zulkifli, 

setelah itusaksi memberitahukan kepada saksi Suliaman dan Ketua 

RTsetempat, dan saat berada dirumah Ketua RT setempat 

saksimendengar suara teriakan sambil kejar-kejaran, kemudian saksi 

ikutmelakukan pengejaran yang mana ternyata terdakwa 

berupayamelarikan diri, setelah itu terdakwa dibawa ke rumah Ketua 

RTsetempat yang mana terdakwa mengakui telah menyetubuhi 

saksiSuratmi (adik kandung saksi) sebanyak 2 (dua) kali, 

selanjutnyaterdakwa dibawa ke Polsek Pinggir untuk pemeriksaan lebih 

lanjut. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa ada 

melakukanpaksaan atau bujuk rayu terhadap saksi Suratmi (adik 

kandung saksi). 

Bahwa saat kejadian tindak pidana persetubuhan tersebut 

saksiSuratmi (adik kandung saksi) berumur 9 (sembilan) tahun dan 

saksiSuratmi (adik kandung saksi) merupakan anak yang 

keterbelakanganmental. 

5. Saksi Ahli 

Bahwa hasil pemeriksaan melalui Observasi, wawancara, dan 

tesinformal yang saksi lakukan terhadap Sdri. Suratmi Binti 

Lemandapat disimpulkan bahwa Sdri. Suratmi Binti Leman 
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berprilakuseperti orang bingung saat di ajak berkomunikasi, bicaranya 

kurangdipahami oleh orang lain, menjawab pertanyaan yang di 

ajukandengan cara mengangguk saja, dan kadang menjawab 

pertanyaandengan mengulang pertanyaan dari orang yang bertanya, 

kemampuanuntuk menulis menggambar dan membaca tidak bisa 

dilakukan (buta huruf) namun kemampuan untuk bantu diri sendiri 

seperti makan, minum, mandi, BAB (buang air besar), BAK (buang air 

kecil) sudahbisa dilakukan secara sendiri, dan saat dilakukan 

pendekatan, Sdri.Suratmi Binti Leman mudah dibujuk dengan uang, 

dan dapat dilihatSdri. Suratmi Binti Leman berprilaku tidak seperti 

anak-anakseusianya, bahkan jauh dibawah berprilaku dibawah usianya. 

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan melalui observasi, 

wawancara, dan tes informal yang saksi lakukan terhadap Sdri. Suratmi 

Bint Leman dapat dilihat bahwa Sdri. Suratmi Binti Leman mengalam 

pelecehan seksual berupa hubungan seksual terhadap dirinya yang 

disebabkan : 

1. Korban memiliki keterbelakangan mental ringan yang ditandai 

dengan keterbatasan kemampuan berbagai aspek, baik dalam 

komunikasi, logika, maupun bahasa reseptifnya (pemahaman 

terhadap lingkungan) sehingga pemahaman terhadap norman dan 

lawan jenis tidak dipahaminya, tidak merasa salah dan bersalah atas 

apa yang telah terjadi. 
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2.  Rendahnya kemampuan berfikir Sdri. Suratmi Binti Leman, maka 

yang difikirkan olehnya hanya kebutuhan fisik, seperti makan, 

minum, uang yang dapat membeli makanan dan lainnya, namun 

dirinya tidak memikirkan aspek lain seperti harga diri, keamanan 

diri, keselamatan diri, norma, sopan santun, dan korban tidak 

mengetahui apakah perbuatan tersebut boleh atau tidak boleh untuk 

dilakukan. 

Bahwa Penyebab lainnya, dikarenakan Sdri. Suratmi Binti Leman 

dapatdengan mudah dibujuk dengan uang, apalagi terdakwa sering 

memberikanuang kepadadirinya, sehingga Sdri. Suratmi Binti Leman 

beranggapan semua yang dilakukanterdakwa terhadap dirinya 

merupakan perbuatan yang boleh dilakukan, denganiming-iming berupa 

uang tersebut. 

B. Pertimbangan Hakim 

Sebelum menjatuhkan hukuman bagi terdakwa, hakim telah 

mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan 

meringankan bagi terdakwa, diantaranya: 

Keadaan yang memberatkan  

a. Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan   

berkepanjangan bagi korban atau keluarganya. 

b. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; 

Keadaan yang meringankan : 

a. Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan; 
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b. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak 

mempersulit jalannya persidangan. 

Barang bukti dalam perkara ini, dipersidangan telah diperlihatkan 

barang bukti berupa : 

a. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih tulisan “Sweet”. 

b. 1 (satu) helai celana pendek bahan kaos warna hitam motif pita 

kuning. 

c. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam. 

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa 

barang bukti tersebutadalah barang bukti dalam perkara ini. 

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan: Kesatu: 

Perbuatan terdakwa Melanggar Pasal 81 ayat 2 UU R.I No.35 Tahun 2014 

tentang Perlindungan Anak, Atau Kedua : Perbuatan terdakwa melanggar 

Pasal 82 ayat 1 UU RI No.23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 

Dari fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim 

berpendapat bahwadakwaan yang lebih tepat dikenakan terhadap perbuatan 

terdakwa adalah dakwaan kedua, yaitu Pasal 82 ayat (1)  Undang-undang RI 

No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak, yang memiliki kandungan unsur-unsur 

sebagai berikut: 

1. Unsur ”Setiap Orang” 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus 

mengandung unsur perbuatan dan pertanggung jawaban kepada 
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pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini 

untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana 

dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang. 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus 

adanya kesesuaian antara identitas pelaku atau Terdakwa tindak pidana 

yang berada dihadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas 

yang tercantum dalam surat dakwaan dandalam hubungannya dengan 

perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalahorang yang 

bernama SAMIN Bin KHAIRAN yang dihadapkan sebagai Terdakwa 

atausubyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut 

Umum, yangkebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri 

dan dibenarkan oleh parasaksi, sehingga dengan demikian unsur ”setiap 

orang” telah terpenuhi. 

2. Unsur ”Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman 

Kekerasan, Memaksa Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian 

Kebohongan, atau Membujuk Anak Untuk Melakukan atau 

Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul”. 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan 

di dalam persidangan Bahwa Pada Hari pada hari Jumat tanggal 25 

September 2015 sekira pukul 11.30 Wib bertempat dibelakang rumah 

kosong yang berada di Jalan Simpang Kancil Rt.001 / Rw.005 Desa 

Tasik Serai Timur Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis telah 

melakukan perbuatan cabul dengan saksi Suratmi Bin Leman. Perbuatan 
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tersebut dilakukan terdakwa dengan cara yaitu, pada hari Jum’at tanggal 

25 September 2015 sekira jam 11.30 Wib di belakang rumah kosong 

yang berada di Jalan Simpang Kancil Rt.001 / Rw.005 Desa Tasik Serai 

Timur Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, terdakwa melihat saksi 

korban Suratmi Bin Leman sedang bermain sendirian, lalu terdakwa 

membujuk saksi korban Suratmi Bin Leman ikut terdakwa menuju dekat 

sumur dengan cara mengandeng tangan saksi korban Suratmi Bin 

Leman sambil berkata “ayoklah”, kemudian saksi korban Suratmi Bin 

Leman membuka baju serta celananya, lalu saksi korban Suratmi Bin 

Leman berbaring diatas lantai sumur, setelah itu terdakwa memasukkan 

batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan saksi korban Suratmi 

Bin Leman, kemudian tidak beberapa lama, terdakwa mengeluarkan 

batang kemaluannya dari dalam lubang kemaluan saksi korban Suratmi 

Bin Leman, setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban Suratmi Bin 

Leman pulang. 

Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut terdakwa sering 

memberikan sejumlah uang kepada saksi korban dan mengandeng 

tangan saksi korban Suratmi Bin Leman sambil berkata “ayoklah”. 

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum 

Daerah Kec.Mandau Nomor : 44/RSUD/2015/483 Tanggal 26 

September 2015 An.Suratmi Binti Leman, yang ditanda tangani oleh 

dokter yang memeriksa dr.Erry Franto SpOG Nip.1959090119861210, 

dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Selaput dara tampak seperti 
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selaput dara seorang wanita yang sudah sering melakukan senggama 

tapi belum pernah melahirkan anak. 

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, 

menurut hemat Majelis hakim perbuatan membujuk anak untuk 

melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi.  

Oleh karenanya atas perbuatan yang dilakukannya 

tersebut,terdakwa harus dimintakan pertanggung jawaban secara pidana 

dan oleh pada fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan pada 

diri dan perbuatan terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf 

maupun pembenar yang dapat menghapuskan pemidanaan, maka atas 

tindak pidana yang dilakukannya, terdakwa haruslah dihukum setimpal 

dengan kesalahannya.  

Majelis hakim Telah mendengar Permohonan lisan dari terdakwa, 

yang memohon agar dapatdijatuhkan hukuman yang seringan 

ringannya, dengan alasan terdakwa mengakui bersalah dan meyesali 

atas apa yang telah dilakukannya, dan berjanji tidak akan mengulaginya 

lagi. 

C. Amar Putusan 

Hakim dalam memutus suatu perkara harus berdasarkan alat bukti dan 

keterangan saksi yang ada dalam persidangan. Akan tetapi hakim tidak terhindar 

dari kekhilafan dan kesalahan dalam hal menjatuhkan hukuman walaupun 

hukuman tersebut kurang memuaskan salah satu pihak. Jadi, setelah mendengar 

keterangan saksi-saksi dan memeriksa adanya alat bukti di persidangan, maka 
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hakim wajib memutus perkara sesuai dengan undang-undang dan hukum yang 

berlaku. Seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 

535/Pid.Sus/2015/PN.Bls ini, majelis hakim yang dipimpin oleh Mohd. Rizky 

Musmar, S.H. Sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Selo Tantular, S.H.. Dan 

Renny Hidayati, S.H.sebagai hakim anggota memutus perkara tindak pidana 

persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang berkebutuhan khusus dengan 

mengingat ketentuan Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 

serta ketentuan ketentuan hukum dan Perundang undangan lainnya yang 

berkaitan dengan perkara ini serta mempedomani ketentuan KUHAP. Majelis 

hakim memutus dengan : 

1. Menyatakan Terdakwa SAMIN Bin KHAIRAN tersebut diatas, terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tindak pidana 

membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”, sebagaimana dalam 

dakwaan kedua Penuntut Umum; 

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 

selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta 

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 

pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan. 

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani 

Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 

4.  Menetapkan Terdakwa tetap ditahan. 

5. Menetapkan barang bukti berupa. 

a. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih tulisan “Sweet”. 
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b. 1 (satu) helai celana pendek bahan kaos warna hitam motif pita kuning. 

c. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam. 

Dirampas untuk dimusnahkan; 

6.  Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara 

sejumlahRp.5.000,00(lima ribu rupiah); 
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BAB IV 

ANALISISHUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 

535/PID/SUS/2015/PN.Bls TENTANG PENCABULAN ANAK 

DISABILITAS 

A. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan 

Anak di Bawah Umur yang Berkebutuhan Khusus. 

Sebelum membahas lebih lanjut secara mendalam terkait tindak 

pidana pencabulan, tentu lebih baik bila memahami pengertian dasar dari 

pencabulan itu sendiri. Pencabulan merupakan kata kerja dari cabul yang 

artinya suatu proses atau cara dalam melakukan perbuatan yang melanggar 

kesusilaan atau melakukan perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu 

kelamin, misalnya berciuman, meraba anggota kelamin, meraba buah dada 

dan sebagainya.1 

Dalam Islam, tidak dikenal istilah cabul, namun yang dikenal adalah 

istilah zina yang lebih spesifik merupakan perbuatan atau aktifitas hubungan 

badan suami istri yang dilakukan di luar ikatan perkawinan. Sedangkan 

istilah cabul merupakan istilah perbuatan yang mengarahkan suatu 

perbuatan pada zina, bukan pada zina itu sendiri. Seperti meraba-raba, 

mencium atau hal-hal lain yang mampu menimbulkan syahwat atau nafsu 

birahi. 

 
1R.Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya,(Surabaya:UsahaNasional,1981), 306. 
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Perbuatan cabul menurut R. Soesilo, adalah segala perbuatan yang 

melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam 

lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya, cium-ciuman, meraba-raba 

anggota kemaluan, meraba-raba payudara dan sebagainya. Menurutnya, 

persetubuhan termasuk perbuatan cabul tetapi dalam undang-undang 

disebutkan secara tersendiri.2 

Persetubuhan yang mengharuskan dihukumi hadd adalah apabila 

khasyfa atau kelamin laki-laki dipenetrasikankedalamlubang kemaluan 

perempuan. Sehingga jika penetrasi tersebut tidak sampai pada batas ini, 

seperti apabila hanya bermain-main diantara kedua paha, atau bercumbu 

rayu saja tidak ada hukuman hadd didalamnya melainkan hanya takziryang 

berlaku.Wahbah al-Zuhaili dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. 

Sanksi-sanksi takzir adalah hukuman hukuman yang secara syara’ tidak 

ditegaskan mengenai ukurannya. 

Sebagaimana tindakan yang dilakukan oleh Samin sebagai terdakwa 

kasus tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yang berkebutuhan 

khusus, yakni dengan korban yang bernama Suratmi binti Letman. Dalam 

kasus tersebut, sebagaimana pengakuan saksi korban bahwa terdakwa telah 

memasukkan kemaluan terdakwa pada kemaluan korban. Di sisi lain, 

terdakwa juga mengakui tindakannya tersebut di muka pengadilan sehingga 

 
2R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal 
Demi Pasal, (Bogor, Politeia, 1980), 183. 
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dari pengakuannya tersebut telah jelas bahwa terdakwa benar-benar 

melakukan tindak pidana pencabulan tersebut. 

Bila ditinjau dari hadd perzinahan, maka dalam kasus ini juga telah 

memenuhi syarat-syarat hadd perzinahan: 

j. Pelaku adalah orang baligh 

k. Pelaku adalah orang berakal 

l. Pelaku adalah orang muslim 

m. Pelaku melakukan perzinaan atas kemauan sendiri, tidak dalam keadaan 

dipaksa 

n. Perzinaan yang dilakukan adalah dengan manusia. Perempuan yang 

dizinai haruslah memang sudah bisa dizinai. 

o. Perzinaan yang dilakukan tanpa adanya unsur syubhat di dalamnya 

p. Pelaku mengetahui keharaman hukum berzina 

q. Perempuan yang dizinain tidak boleh perempuan harbi 

r. Perempuan yang dizinai adalah perempuan yang hidup.3 

Adapunmacam-macampersetubuhan di luarperkawinan yang 

dapatdimasukkansebagaiperbuatanpidanaadalah:4 

f. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seoranglaki-laki 

dan seorang perempuan yang kedua-duanyaatau salah seorang 

pelakunya  sedang dalam ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain. 

 
3Wahbah Az-Zuhaili,Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Juz 7(Depok: Gema Insani, 2011), 314. 
4  Neng Djubaedah, Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau Dari 

Hukum Islam (Jakarta, Prenada Media Group, 2010), 67. 
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g. Persetubuhan di luarperkawinan yang dilakukan oleh seoranglaki-

lakiterhadapperempuan yang dalamkeadaanpingsan; atau 

h. Persetubuhan di luarperkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki 

terhadap perempuan yang dalam keadaan tidak berdaya; atau 

i. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki 

terhadap perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus 

diduganya belum berumur 15 tahun; atau 

j. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki 

terhadap perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus 

diduganya belum masanya untuk dikawini. 

Bila ditinjau dari segi pemenuhan unsur-unsur persetubuhan dari 

tindakan yang dilakukan oleh Samin sebagai terdakwa, tentu telah 

memenuhi unsur-unsur persetubuhan sebagaimana yang tertera di bawah 

ini; 

Unsur-Unsur Persetubuhan 

a.   Unsur Persetubuhan 

Memsukkan kepala penis atau yang sama panjangnya dengn 

batang penis bagi orang yang tidak memilikinya ke dalam lubang 

kemaluan anak laki-laki atau perempuan dimasukkan ke dalam liang 

kemaluan atau liang anusnya. 

b.   Unsur Pencabulan 

Perbuatan cabul, menurut R.Soesilo adalah segala perbuatan yang 

melanggar kesusialaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu 
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dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya, cium-ciuman, 

meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba payudara dan sebagainya. 

Sedangkan persetubuhan menurut R. Soesilo termasuk perbuatan cabul 

tetapi dalam undang-undang disebutkan secara tersendiri.5 

Sedangkan pencabulan adalah perbuatan maksiat yang mengarah 

kepada zina. Jadi, pencabulan bukan merupakan jarimah zina karena unsur 

perbuatannya tidak sampai pada hubungan kelamin melainkan hanya kontak 

tubuh saja. Jadi, untuk dapat membedakan perbuatan yang termasuk dalam 

ranah zina atau ranah pencabulan dapat dikualifikasikan sebagai berikut: 

a. Pencabulan merupakan perbuatan yang melanggar normakesusilaan 

b. Pencabulan ditandai dengan adanya kontak fisik atau tubuh antara 

pencabul dan tercabul yang berhubungan dengankelamin atau syahwat. 

c. Pencabulan hanya sebatas kontak fisik, tidak menjurus kepada masuknya 

kelamin. 

Jenis-jenis pencabulan ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut: 

a. Exhibitionism seksual, yaitu sengaja memamerkan alatkelamin. 

b. Voyeurism, yaitu memaksa menciun dengan bernafsu. 

c. Fonding, yaitu mengelus atau meraba alat kelamin. 

d. Fellatio, yaitu orang dewasa memaksa anak untuk melakukankontak 

mulut.6 

 
5 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap 

Pasal Demi Pasal (Bogor, Politeia, 1980), 181. 
6Ibid, 264 
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Dari pemaparan unsur-unsur di atas, unsur memasukkan kelamin 

terdakwa pada kelamin korban telah dipenuhi, sehingga tindakan tersebut 

lebih tepat tidak disebut dengan pencabulan saja, namun lebih tepat bila 

tindakan tersebut disebut dengan perzinahan dikarenakan terpenuhinya 

unsur perzinahan, yakni denga masuknya alat kelamin. 

Setelah diketahui bahwasannya perbuatan yang dilakukan oleh 

terdakwa Samin bin Khairan dinyatakan bersalah oleh hakim di muka 

pengadilan, tentu ada akibat hukum yang dibebankan kepada subjek hukum. 

Namun, dalam fokus kali ini penulis ingin mengarahkan takzir yang harus 

dibebankan kepada terdakwa Samin dalam perspektif hukum Islam. 

Dalam hukum Islam, pezina yang belum menikah, dalam hal ini bagi 

perjaka atau gadis maka akan dijatuhi hukuman yaitu dicambuk sebanyak 

seratus kali cambukan.7 Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah an-

Nur ayat 2, yang berbunyi: 

هُمَا مِائةََ جَلْدَةٍ الزَّانيَِةُ وَالزَّانيِ فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِ  وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رأَفَْةٌ فيِ دِينِ اللهَِّ إِنْ   دٍ مِنـْ

تُمْ تُـؤْمِنُونَ   وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهمَُا طاَئفَِةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ   بِاللهَِّ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ   كُنـْ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka 
cambuklah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali 
cambukan”. 

Dengan diberlakukannya hukuman cambuk semacam ini, selain 

menimbulkan efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbauatannya untuk 

 
7Abu Malik Kamal, Shahih Fiqh Sunnah Jilid 5, 57. 
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kesekian kalinya, juga mampu mempengaruhi subjek hukum lainnya secara 

psikologis agar tidak melakukan tindakan yang serupa. 

Dalam Islam, permasalahan hadd zina tidak mengatur secara 

spesifik terhadap korban-korban yang berkebutuhan khusus atau yang biasa 

disebut dengan disabilitas. Secara generalnya, Islam hanya mengatur 

hukuman perzinahan disebutkan menggunakan khithobah ‘aam, yakni 

kepada subjek hukum secara umum. 

Padahal, bagi korban pelecehan seksual khususnya bagi korban-

korban yang mengalami disabilitas tentunya harus ada hukuman yang lebih 

spesifik memberatkan bagi pelakunya. Hal ini sebagai bentuk takzir yang 

serius bagi pelakunya. 

Namun, bentuk takzir yang tercantum dalam Alquran hanyalah 

sebagai bentuk takzir pokok yang bisa diberlakukan kepada terdakwa tindak 

pidana tersebut. Sebab, di kalangan ulama’ Shafi’iyyah dan Hanabilah 

berpendapat bahwa batas takzir tidak boleh di atas 10 kali.8 Sedangkan 

dalam perspektif ulama’ Malikiyyah jumlah batasan takzir boleh lebih dari 

itu apabila mengandung maslahat.9 

Sehingga dari pemaparan di atas, dalam perspektif hukum pidana 

Islam terdakwa Samin bin Khairan tentu dapat dikenai takzir minimal 

sebanyak 10 cambukan, sebagaimana pendapat yang terdapat di kalangan 

 
8Wahbah Zuhaili, al-Fiqhu al-Shafi’iy al-Muyassar jilid 3 terjemahan Muhammad Afifi Abdul Hafiz 
(Jakarta, Almahira, 2010), 268. 
9Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), (Jakarta, PT. 
RajaGrafindo Persada, 2000), 197-198. 
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madzhab Shafi’iyyah dan Hanabilah. Namun, sebagai bentuk takzir yang 

memberatkan musabab tindakannya mencabuli serta mensetubuhi anak di 

bawah umur yang berkebutuhan khusus sehingga perlu diberikan takzir 

yang mampu memberikan efek jera dengan dicambuk lebih dari sepuluh 

kali. Dengan berpijak pada pendapat madzhab Malikiyyah sebagai bentuk 

kemaslahatan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. 

B. Analisis Putusan Dalam Perkara Tindak Pidana Pencabulan Anak di 

Bawah Umur yang Berkebutuhan Khusus dalam Putusan No. 

535/Pid.Sus/2015/PN.Bls. 

Sebagaimana putusan No. 535/Pid.Sus/2015/PN.Bls tentang perkara 

tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur, terdapat sebuah 

pertimbangan hakim yang mempertimbangkan suatu tindak pidana 

persetubuhan anak di bawah umur yang dilakukan oleh Samin dengan 

unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Unsur ”Setiap Orang” 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus 

mengandungunsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada 

pelakunya sehingga harus dibuktikanunsur “setiap orang”, dalam hal ini 

untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwamelakukan tindak pidana 

dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang. 

Dalam unsur ini tentu telah dipenuhi oleh terdakwa sebagai 

tersangka tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur. Hal ini 

sebagaimana dibuktikan oleh keterangan dari salah satu saksi, dan 
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sesuai dengan unsur yang terkandung dalam pasal 290 ayat 3 KUHP 

yang berbunyi; 

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar 
perkawinan padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya 
bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak 
jelas, bahwa belum  waktunya untuk dikawin, diancam dengan 
pidana penjara paling lama tujuh tahun”. 

b. Unsur “Dengan Sengaja” 

Unsur ”Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman 

Kekerasan,Memaksa Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian 

Kebohongan, atau MembujukAnak Untuk Melakukan atau Membiarkan 

Dilakukan Perbuatan Cabul. 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan 

di dalam persidangan Bahwa Pada Hari pada hari Jumat tanggal 25 

September 2015 sekira pukul 11.30 Wib bertempat dibelakang rumah 

kosong yang berada di Jalan Simpang Kancil Rt.001 / Rw.005 Desa 

Tasik Serai Timur Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis telah 

melakukan perbuatan cabul dengan saksi Suratmi Bin Leman. Perbuatan 

tersebut dilakukan terdakwa dengan cara yaitu, pada hari Jum’at tanggal 

25 September 2015 sekira jam 11.30 Wib di belakang rumah kosong 

yang berada di Jalan Simpang Kancil Rt.001 / Rw.005 Desa Tasik Serai 

Timur Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, terdakwa melihat saksi 

korban Suratmi Bin Leman sedang bermain sendirian, lalu terdakwa 

membujuk saksi korban Suratmi Bin Leman ikut terdakwa menuju dekat 

sumur dengan cara mengandeng tangan saksi korban Suratmi Bin 
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Leman sambil berkata “ayoklah”, kemudian saksi korban Suratmi Bin 

Leman membuka baju serta celananya, lalu saksi korban Suratmi Bin 

Leman berbaring diatas lantai sumur, setelah itu terdakwa memasukkan 

batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan saksi korban Suratmi 

Bin Leman, kemudian tidak beberapa lama, terdakwa mengeluarkan 

batang kemaluannya dari dalam lubang kemaluan saksi korban Suratmi 

Bin Leman, setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban Suratmi Bin 

Leman pulang. 

c. Unsur Diketehuinya atau Patut Disangkanya Belum Berumur Lima 

Belas Tahun. 

Unsur yang ketiga ini menjelaskan bawa tentang umur saksi 

korban harus dapat diketahui atau patut diduga bahwa umurnya belum 

mencapai lima belas tahun yang dapat diperoleh saat di persidangan dari 

keterangan saksi-saksi atau berupa surat-surat yang mampu menyatakan 

atau mebuktikan bahwa umur korban belum mencapai lima belas tahun. 

d. Unsur Perbuatan Pencabulan 

Pada unsur selanjutnya, yakni unsur perbuatan pencabulan, 

terdakwa Samin bin Khairan telah memenuhi unsur perbuatan cabul 

dengan kronologi mengajak saksi korban Suratmi menuju dekat sumur 

lalu saksi korban Suratmi Bin Leman membuka baju serta celananya, 

lalu saksi korban Suratmi Bin Leman berbaring diatas lantai sumur, 

setelah itu terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang 

kemaluan saksi korban Suratmi Bin Leman, kemudian tidak beberapa 
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lama, terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya dari dalam lubang 

kemaluan saksi korban Suratmi Bin Leman 

e. Unsur yang meringankan dan memberatkan terdakwa. 

Dalam tindak pidana ini, sebelum hakim memutuskan vonis bagi 

terdakwa Samin, hakim mempertimbangkan hal-hal keadaan yang 

mampu memberatkan atau meringankan bagi terdakwa, yaitu: 

Keadaan yang memberatkan; 

a) Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam 

dan   berkepanjangan bagi korban atau keluarganya. 

b) Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat 

Keadaan yang meringankan; 

a) Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan; 

b) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak 

mempersulit jalannya persidangan. 

Dari beberapa uraian singkat yang didasarkan dari berkas perkara 

tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur yang berkebutuhan khusus 

No. 535/Pid.Sus/2015/PN.Bls, penulis berpendapat bahwa; 

Sebagaimana unsur-unsur pidana yang telah dipenuhi oleh terdakwa 

mulai dari unsur pelaku, kesengajaan, sangkaan umur korban hingga unsur 

perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Samin bin Khairan, hakim tentu 

telah memutus secara tepat dengan mempertimbangkan unsur-unsur yang 

telah dipenuhi oleh Samin sebagai terdakwa tindak pidana pencabulan anak 

di bawah umur yang berkebutuhan khusus. Hakim dalam putusan ini juga 
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megadili terdakwa Samin dengan berpedoman pada asas lex spesialis 

derogate lex generalis dengan bertumpu pada Pasal 82 ayat (1)Undang-

undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI 

No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anakyang sebagaimana dalam 

pasal 63 ayat 2 KUHP dijelaskan bahwa apabila suatu perbuatan yang masuk 

dalam aturan pidana umum, diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka 

yang khusus itulah yang dikenakan sebagai pedoman putusan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari beberapa pemaparan analisis yang sudah diuraikan di bab 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bahwa putusan No. 535/Pid.Sus/2015/PN.Bls tentang tindak pidana 

pencabulan anak di bawah umur yang berkebuthan khusus, hakim 

memutus perkara tersebut berpedoman pada asas lex spesialis derogate 

lex generalis yang bertumpu pada Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI 

No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No.23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan mempertimbangkan 

unsur-unsur yang telah terpenuhi seluruhnya oleh terdakwa Samin bin 

Khairan. 

2. Dalam penerapan takzir sebagaimana yang dicantumkan dalam 

Alquran Surah an-Nur ayat 2, penerapan hukuman cambuk sebanyak 

100 kali cambukan merupakan hukuman pokok, hal ini sebagaimana 

pendapat dari kalangan madhab Syafi’iyyah dan Hanabilah bahwa batas 

minimal hukuman cambuk adalah sebanyak 10 kali, sedangkan dari 

kalangan Syafiiyyah. Maka dari itu, penerapan cambuk menggunakan 

hukuman pokok sebanyak 100 kali cambukan, patut diberlakukan 

sebagai efek jera dan sebagai hukuman yang memberatkan. 
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B. Saran 

Dalam menghadapi roda perputaran zaman yang tentunya semakin 

liarnya perbuatan hukum yang belum tentu juga ada peraturan baku serta 

spesifik untuk memberikan akibat hukum bagi perbuatan tersebut, tentu 

harus ada pertimbangan-pertibangan yang selalu dikembangkan demi 

memunculkan produk-produk hukum untuk memberi tindakan preventif 

bagi celah-celah hukum. Adapun untuk penerapan hukum, bagi pelaku 

pencabulan yang belum ada hukum yang mengaturnya secara spesifik, maka 

perlu diberlakukan fatwa-fatwa yang mampu melindungi anak-anak di 

bawah umur di bawah paying hukum yang memberi kekuatan hukum tetap 

demi melindungi harga diri anak-anak di bawah umur yang berkebutuhan 

khusus. 
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